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SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 164 /PMK.05/2011

TENTANG

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa dalam rangké pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Kementerian Negara/Lembaga mempunyai tugas
untuk menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

bahwa sehubungan dengan huruf a, berdasarkan Pasal 8 huruf ¢
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan Selaku Pengelola
Fiskal dan Bendahara Umum Negara mempunyai tugas dan
wewenang untuk mengesahkan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran; ' '

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga, ketentuan mengenai tata cara
pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa agar Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
dilaksanakan  secara. tertib, taat pada  peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan, dipandang perlu mengatur penyusunan dan
pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan N egara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); {L
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah
diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 52
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3760);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber
dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3871);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165); ﬂ
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan

" Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

15. Keputusan Presiden Nomor 56/ P Tahun 2010;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 248/ PMK.07/2010;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer
ke Daerah;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya
disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa
berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember tahun berkenaan.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat
DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan
oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

3. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang
selanjutnya  disingkat PA/KPA, adalah Menteri/Pimpinan
Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas
pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.
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Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional.

Subfungsi adalah penjabaran lebih lanjut dari fungsi yang terinci
ke dalam beberapa kategori.

Program  adalah  penjabaran  kebijakan Kementerian
Negara/Lembaga yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang
dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Hasil (Outcome) adalah kinerja atau tujuan yang akan dicapai dari
suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu
program dan kegiatan.

Indikator Kinerja Utama Program, yang selanjutnya disebut
IKU Program adalah indikator unggulan yang mencerminkan
kinerja Program.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
1 (satu) atau beberapa satker sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disingkat IKK,
adalah cerminan tolok ukur sebagai dasar penilaian kinerja
kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan atas

pelaksanaan dari 1 (satu) atau beberapa paket pekerjaan yang
tergabung dalam kegiatan.

Jenis belanja adalah klasifikasi ekonomi dalam standar statistik
keuangan pemerintah.

Rencana Penarikan Dana adalah rencana kebutuhan dana bulanan
vang dibuat oleh PA/KPA untuk pelaksanaan kegiatan selama
1 (satu) tahun anggaran,

Perkiraan Penerimaan adalah rencana penerimaan bulanan yang
dibuat oleh PA/KPA, yang diperkirakan akan diterima selama
1 (satu) tahun anggaran.

Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut satker, adalah bagian dari
suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu
organisasi yang membebani dana APBN. {b

1y
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Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas
pembantuan di bidang tertentu di daerah Provinsi, Kabupaten,
atau Kota.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada
daerah dan/atau desa atau sebutan lain, dengan kewajiban
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya
kepada yang menugaskan.

Urusan Bersama adalah urusan pemerintahan di luar urusan
pemerintahan  yang menjadi  kewenangan sepenuhnya
pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah,
pemerintah  daerah  Provinsi, dan pemerintah  daerah
Kabupaten/Kota.

Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah
arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media
penyimpanan digital.

Daftar Nominatif Anggaran, yang selanjutnya disingkat DNA,
adalah ringkasan alokasi anggaran satker yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan dirinci berdasarkan unit
organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan Provinsi

sebagaimana dimuat dalam Keputusan Presiden mengenai rincian
APBN.

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga
selaku PA menyusun DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya.

DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan
Keputusan Presiden mengenai rinctan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Pasal 3

DIPA memuat uraian Fungsi, Subfungsi, Program, Hasil (Outcome),
IKU Program, Kegiatan, IKK, Keluaran ( Output), Jenis Belanja, Alokasi
Anggaran, Rencana Penarikan Dana, dan Perkiraan Penerimaan
Kementerian Negara/Lembaga. | |

(1)

Pasal 4

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dapat menunjuk dan
menetapkan: ﬂ
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a. KPA Satker Kantor Pusat;

b. KPA Satker Vertikal/Unit Pelaksana Teknis termasuk satker
Kantor Pusat di luar DKI Jakarta; dan

c. KPA Satker Pusat yang berada di daerah.

untuk menyusun DIPA Kementerian Negara/Lembaga.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA menetapkan KPA SKPD
atas usul Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyusun DIPA
Tugas Pembantuan dan DIPA Urusan Bersama.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA  mendelegasikan
kewenangannya kepada Gubernur, menunjuk KPA pada SKPD
untuk menyusun DIP A Dekonsentrasi.

Pasal 5

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab

terhadap:

a. penyusunan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) dan Pasal 3.

b. penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana
yang tertuang dalam DIPA.

c. penetapan dan perhitungan alokasi serta penyaluran dana
yang tertuang dalam DIPA Bendahara Umum Negara.

Dalam penyusunan DIPA, KPA hanya dapat melakukan
perubahan atas kesalahan penulisan kode kabupaten/kota, kode
kewenangan, dan kode kantor bayar.

Pasal 6

KPA Satker Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a, menyampaikan DIPA beserta ADK kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan.

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan
huruf ¢, ayat (2), dan ayat (3) menyampaikan DIPA beserta ADK
kepada  Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal
dari Aplikasi RKAKL-DIPA.

Pasal 7

Dalam rangka pengesahan DIPA, terlebih dahulu dilakukan validasi
terhadap DIPA beserta ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
berdasarkan: ﬂ"
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1. Keputusan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara; dan

2. DNA.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(2)

Pasal 8

Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara mengesahkan DIPA Satker
Kantor Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta dan DIPA Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas
nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
mengesahkan DIPA Satker Vertikal/Unit Pelaksana Teknis
termasuk Satker Kantor Pusat di luar DKI Jakarta dan satker pusat
yang ada di daerah, DIPA Dekonsentrasi, DIPA Tugas
Pembantuan, dan DIPA Urusan Bersama,

Pasal 9

Dalam hal KPA belum menyampaikan DIPA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan batas waktu yang
ditentukan, maka:

a. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat
Pengesahan DIPA dilampiri DIPA yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Keputusan
Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagai DIPA Sementara.

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
menerbitkan Surat Pengesahan DIPA dilampiri DIPA yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan berdasarkan DNA sebagai DIPA Sementara.

Penetapan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Dana yang dapat dicairkan atas DIPA Sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibatasi untuk pembayaran gaji pegawai,
pengeluaran keperluan sehari-hari perkantoran, langganan daya
dan jasa, dan lauk pauk/bahan makanan.

Pasal 10
KPA menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan berdasarkan

DIPA.

Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari DIPA dan
menjadi pedoman bagi KPA dalam pelaksanaan kegiatan. b
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Pasal 11

(1) Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA sebagaimana
tercantum dalam -Lampitan [ yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2) Format dan Tata Cara Pengisian DIPA, DNA, dan Petunjuk
Operasional Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 12

Ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan pengesahan DIPA
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan
dalam rangka penyusunan dan pengesahan DIPA mulai Tahun
Anggaran 2012,

TPasal 13

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2011

MENTERI KEUANGAN,
ftd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 631

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.

I’Lh. KEPAL

NIBARIT

iR

AJM
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada suatu tahun anggaran
dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran,
Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
(RKA-KL) yang telah disetujui oleh DPR dan Keputusan Presiden mengenai rincian
APBN, dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara,

Pemerintah telah menerapkan sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang mengakibatkan perubahan
mendasar pada format dan isi DIPA. Perubahan tersebut lebih memberikan
keleluasaan pada Kementerian Negara/Lembaga dalam mengelola anggarannya
sehingga diharapkan pencapaian kinerja menjadi lebih optimal.,

DIPA yang disusun untuk tiap-tiap satker memuat informasi meliputi Fungsi,
Subfungsi, Program, Hasil (Qutcome), Indikator Kinerja Utama Program (IKU
Program), Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Keluaran (Qutput), Jenis
Belanja, Alokast Anggaran, Rencana Penarikan Dana, dan Perkiraan Penerimaan per
bulan.

Dalam proses pengesahan oleh Bendahara Umum Negara, terlebih dahulu dilakukan
validasi atas DIPA beserta ADK vyang disampaikan oleh Kementerian
Negara/Lembaga untuk menjamin kesesuaian DIPA dengan Keputusan Presiden
mengenai rincian APBN, ketentuan dalam pembayaran/pencairan dana, dan standar
akuntansi pemerintahan.

B. Tujuan

Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelaksanaan APBN yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabe],
dan taat pada peraturan perundang-undangan.

2. Memberikan pedoman (guidelines) kepada para Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dalam penyusunan DIPA untuk keperluan pelaksanaan
anggaran  (budget execution) dan pertanggungjawaban anggaran (budget
accountabilities).
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Memberikan kejelasan tentang proses validasi dalam rangka pengesahan DIPA,
yang bukan merupakan pengulangan dari penelaahan RKA-KL yang telah
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

C. Prinsip dan Materi Pengaturan

Prinsip pengaturan dalam Petunjuk Penjrusunan dan Pengesahan DIPA adalah sebagai
berikut :

1.

Kejelasan fungsi dan kewenangan (clarity of role and authority);

2. Mekanisme saling uji dalam kesetaraan (check and balance);
3.. Pemberian keleluasaan kepada Pengguna Anggaran (let’s managers manage); dan
4. Penerapan transparansi dan akuntabilitas belanja pemerintah (budget transparency

and accountability).

Atas dasar prinsip tersebut, materi pengaturan dalam Petunjuk Penyusunan dan
Pengesahan DIPA mencakup hal-hal sebagai berikut:

1.
2
3.

Tata cara penyusunan DIPA;
Tata cara pengesahan DIPA;
Tata cara penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

D. Informasi Penting dalam Penyusunan dan Pengesahan DIPA

1.

Penuangan Informasi Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dicantumkan informasi
kinerja Kementerian Negara/Lembaga pada DIPA. Informasi Kinerja -dijabarkan
pada level Program dan level Kegiatan. Pada level Program terdiri dari Indikator
Kinerja Utama (IKU) Program dan Hasil (Outcome), sedangkan pada levél Kegiatan
terdiri dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Keluaran (Output).

Format dan Isi DIPA

Penyempurnaan format dan isi DIPA dikaitkan dengan perubahan yang terjadi
pada saat perencanaan anggaran. Penyempurnaan tersebut diarahkan untuk tetap
memberikan kemudahan dalam pelaksanaan anggaran dan pencapaian kinetja
yang ditetapkan.

Pendaerahan Penyusunan dan Pengesahan DIPA Tugas Pembantuan, DIPA Urusan
Bersama, DIPA Satker Kantor Pusat di luar DKI Jakarta dan DIP A Satker Pusat yang
berada di daerah.

Tujuan utama pendaerahan penyusunan dan pengesahan DIPA Tugas Pembantuan,
DIPA Urusan Bersama, DIPA Satker Kantor Pusat di luar DKI Jakarta dan DIPA
Satker Pusat yang berada di daerah mencakup tiga hal, yaitu: ﬁ
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a. Menyedefhanakan proses penyelesaian DIPA Tugas Pembantuan, DIPA
Urusan Bersama, DIPA Satker Kantor Pusat di luar DKI Jakarta dan DIPA
Satker Pusat yang berada di daerah;

b, Meningkatkan peran serta satker bersangkutan dan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dalam percepatan proses penyusunan dan
pengesahan DIPA; dan

¢. Memperbaiki formulasi kebijakan dalam menunjang percepatan penyerapan
anggaran.

4. Penerapan Integrated Database

Setiap satker, dalam rangka penyusunan DIPA menggunakan data yang berasal
dari RKA-KL yang sudah ditelaah antara Kementerian Negara/Lembaga dengan
Direktorat Jenderal Anggaran pada saat penyusunan Kertas Kerja (KK) RKA-KL.

Informasi mengenai rencana penarikan, perkiraan penerimaan, pejabat
perbendaharaan, saldo awal kas BLU, saldo akhir kas BLU, besaran prosentase
ambang batas, persentase penggunaan langsung PNBP, dan status BLU diisi pada
saat penyusunan DIPA.

E. Sistematika

Sistematika dalam petunjuk penyusunan dan pengesahan DIPA sebagai berikut :

BabI . Pendahuluan, meliputi :
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Prinsip dan Materi Pengaturan
D. Informasi Penting dalam Penyusunan dan Pengesahan DIPA
E. Sistematika
BabIl : Tata Cara Penyusunan DIPA, meliputi:

A. Pengertian Umum

Pokok-Pokok Materi DIPA

Penyusunan Rincian Penggunaan Anggaran
Penyusunan Rencana Penarikan Dana

Penyusunan Perkiraan Penerimaan

MY 0w

Pengisian Catatan
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BabIIl : Tata Cara Pengesahan DIPA, meliputi :

A

B.
C.
D.

Pengesahan DIPA Kementerian Negara/Lembaga

Pengesahan DIPA Bendahara Umum Negara
DIPA Sementara

Penyampaian DIPA

BabIV : Tata cara penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

A

B.
C.
D.

Pengertian Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
Fungsi POK

Pokok-Pokok Materi POK
Pasca Pengesahan ﬂp
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BABII
TATA CARA PENYUSUNAN DIPA

A. Pengertian Umum
1. Pengertian DIPA

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan
terukur yang berfungsi sebagal dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan
anggaran. Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan,
pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi
pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak
boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Mengacu pada pengertian di atas, DIPA merupakan kesatuan antara rincian
rencana kerja dan penggunaan anggaran yang disusun oleh Kementerian
Negara/Lembaga dan disahkan oleh BUN. Dengan demikian DIPA terdiri atas:

a. DIPA yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, paling sedikit memuat:
1) fungsi, subfungsi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
2) hasil (outcome) yang akan dicapai;

3) indikator kinerja utama program dan indikator kinerja kegiatan untuk
mengukur capaian dari program dan kegiatan;

4) keluaran (output) yang dihasilkan,

5) pagu anggaran yang dialokasikan;

6) rencana penarikan dana yang akan dilakukan; dan
7) penerimaan yang diperkirakan dapat dipungut.

DIPA tersebut selanjutnya disusun berdasarkan klasifikasi:
1) fungsi dirinci sampai dengan keluaran (output);
2) organisasi dirinci sampai dengan satker; dan
3) ekonomi dirinci sampai dengan jenis belanja;
b. Surat Pengesahan DIPA yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan

atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Format DIPA dan Surat Pengesahan DIPA adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini. ﬂ
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2; Fungsi DIPA

Selain sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan APBN, dan
perangkat akuntansi pemerintah, DIPA juga sebagai sarana penuangan anggaran
terkait dengan 4 (empat) strategi pembangunan nasional (four track strategy), yang
meliputi:

a.

Pro-growth, Pelaksanaan DIPA merupakan instrumen fiskal guna meningkatkan
pertumbuhan melalui belanja pemerintah (belanja pegawai, belanja barang,

‘belanja modal, dan belanja subsidi) dan mendorong meningkatnya investasi

swasta.

Pro-job, yaitu menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja
melalui peningkatan belanja modal untuk infrastruktur.

Pro-poor, adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui program-program
Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) yang berpihak pada rakyat dengan
cara menjaga kesinambungan program kesejahteraan rakyat (Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat/ PNPM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan
(PKH), serta Pemberian subsidi tepat sasaran.

Pro-environment adalah pembangunan nasional berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan.

Bahan Penyusunan DIPA

Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan DIPA, yaitu:

a.

Keputusan Presiden mengenai rincian APBN sebagai dasar alokasi anggaran.

Keputusan Presiden mengenai rincian APBN merupakan dasar penyusunan
DIPA untuk masing-masing satker pada suatu Kementerian Negara/Lembaga.
Dalam Keputusan Presiden mengenai rincian APBN, Anggaran Belanja dirinei
untuk masing-masing Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga hingga
satker dan jenis belanja.

RKA-KL yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran.

RKA-KL hasil penelaahan Kementerian Negara/Lembaga dengan Direktorat
Jenderal Anggaran dan telah ditetapkan menjadi dasar penyusunan DIPA untuk
memastikan bahwa DIPA yang diajukan Kementerian Negara/Lembaga telah
sesuai dengan RKA-KL yang disepakati pada saat penelaahan dengan
Direktorat Jenderal Anggaran.

Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-BUN) yang telah
ditelaah dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran. /b
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RDP-BUN merupakan rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk
anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban
pemerintah pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya dikuasakan
oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

RDP-BUN dimaksud telah disepakati pada saat penelaahan dengan Direktorat
Jenderal Anggaran.

d. Bagan Akun Standar.

Penyusunan DIPA harus memperhatikan standar dalam Bagan Akun Standar
untuk memastikan bahwa rencana kerja telah dituangkan sesuai dengan standar
kode dan uraian yang diatur dalam ketentuan tentang akuntansi pemerintahan.

e. Daftar Nominatif Anggaran (DNA).

DNA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk satker yang
DIP A-nya disahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

4. Jenis DIPA

DIPA disusun untuk masing-masing satker dan pada prinsipnya satu DIPA untuk
satu satker. Dalam hal tertentu, satu DIPA dapat meliputi beberapa satker pada
masing-masing provinsi. '

Dalam rangka efisiensi pelaksanaan anggaran, Kementerian Negara/Lembaga
dapat menyusun DIPA untuk beberapa satker dengan terlebih dahulu
mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Berdasarkan pembagian anggaran dalam APBN, jenis DIPA dapat dikelompokkan
atas DIPA Kementerian Negara/Lembaga dan DIPA Bendahara Umum Negara
(DIPA BUN).

a. DIPA Kementerian Negara/Lembaga.

DIPA Kementerian Negara/Lembaga adalah DIPA satker yang memuat rincian
penggunaan anggaran dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,
yang dapat dikategorikan menjadi :

1) DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat (KP).

DIPA satker Pusat/Kantor Pusat (KP) adalah DIPA yang dikelola oleh satker
Kantor Pusat dan atau satker pusat suatu Kementerian Negara/Lembaga,
termasuk di dalamnya DIPA satker Badan Layanan Umum (BLU), dan DIPA
Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT).

Satker pusat dapat terdiri dari satker-satker yang dibentuk oleh Kementerian
Negara/Lembaga secara fungsional dan bukan merupakan instansi vertikal.
Sedangkan satker Kantor Pusat adalah satker dalam lingkup Kantor Pusat
suatu Kementerian Negara/Lembaga.

DIPA  satker Kantor Pusat/satker pusat disusun dan ditetapkan oleh
PA/KPA masing-masing Kementerian Negara/Lembaga. p
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2) DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah (KD).

DIPA satker Vertikal/Kantor Daerah (KD) adalah DIPA yang dikelola oleh
Kantor/Instansi Vertikal Kementerian Negara/Lembaga di daerah termasuk

di dalamnya untuk DIPA satker BLU.

DIPA satker Vertikal/Kantor Daerah disusun dan ditetapkan oleh KPA
satker Vertikal/Kantor Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga.
3) DIPA Dana Dekonsentrasi (DK).

DIPA Dana Dekonsentrasi (DK) adalah DIPA dalam rangka pelaksanaan
dana dekonsentrasi, yang dikelola oleh SKPD Provinsi yang ditunjuk oleh

Gubernur.

DIPA Dana Dekonsentrasi disusun dan ditetapkan oleh KPA SKPD yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pendelegasian

wewenang dari Menteri/Pimpinan Lembaga.
4) DIPA Tugas Pembantuan (TP).

DIPA Tugas Pembantuan (TP) adalah DIPA dalam rangka pelaksanaan
Tugas Pembantuan, yang dikelola oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang memberi tugas

pembantuan.

DIPA Tugas Pembantuan disusun dan ditetapkan oleh KPA SKPD yang

ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
5) DIPA Urusan Bersama (UB).

DIP A Urusan Bersama (UB) adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pelaksanaan Urusan
Bersama, yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/
Kota yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga berdasarkan usulan

Kepala Daerah.

DIPA Urusan Bersama disusun dan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang

ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
. DIPA Bendahara Umum Negara (DIPA-BUN).

DIPA Bendahara Umum Negara (DIPA-BUN) adalah DIPA yang memuat
rincian penggunaan anggaran yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA-BUN) yang dikelola Menteri Keuangan selaku Pengguna

Anggaran. BA-BUN (999) terdiri atas:

1) Pengelolaan Utang Pemerintah (999.01)

2) Pengelolaan Hibah (999.02)

3) Pengelplaan Investasi Pemerintah (999.03)
4) Pengelolaan Penerusan Pinjaman (999.04)

5) Pengelolaan Transfer ke Daerah (999.05) @
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6) Pengelolaan Belanja Subsidi (999.07)
7) Pengelolaan Belanja Lain-lain (999.08)
8) Pengelolaan Transaksi Khusus (999.99)

DIPA BUN disusun dan ditetapkan oleh Pembantu Pengguna Anggaran (PPA)
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku PA.

PPA merupakan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Suatu PPA dalam rangka pengelolaan anggaran dapat mengusulkan satker baru
sebagai KPA untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab
pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN apabila terdapat penugasan
secara khusus dari PPA.

PPA dapat mengusulkan adanya satker baru dalam rangka pengelolaan RDP-
BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran IIL
Selanjutnya Direktorat Jenderal Anggaran memberitahukan persetujuan/
penolakan atas usulan dimaksud kepada PPA yang bersangkutan.

DIPA BUN dapat dikelompokkan menjadi:

1)

DIPA Utang dan Belanja Hibah.

DIPA Utang dan Belanja Hibah adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan
rincian penggunaan anggaran untuk keperluan pengelolaan utang pemerintah
yang alokasi anggarannya bersumber dari bagian anggaran 999.01 (Pengelolaan
Utang Pemerintah) dan untuk keperluan belanja hibah yang alokasi
anggarannya bersumber dari bagian anggaran 999.02 (Pengelolaan Hibah).

DIPA Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman.

DIPA Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman adalah DIPA yang
memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk keperluan
Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman baik dalam negeri maupun luar

- negeri, yang bersumber dari bagian anggaran 999.03 (Pengelolaan Investasi

Pemerintah) dan 999.04 (Pengelolaan Penerusan Pinjaman). DIPA Investasi
Pemerintah dan Penerusan Pinjaman terdiri atas :

a) Investasi Pemerintah;

b) Dana Bergulir; dan

¢) Penerusan Pinjaman yang terdiri atas :
(1) Penerusan Pinjaman kepada BUMN/BUMD); dan
(2) Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah. ﬂ'
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3) DIPA Transfer Daerah.

DIPA Transfer Daerah adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian
penggunaan dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan
penyeimbang/penyesuaian yang diserahkan kepada Daerah bersumber dari
Bagian Anggaran 999.05 (Pengelolaan Transfer ke Daerah).

DIPA Transfer Daerah, antara lain terdiri atas
a) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
b) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
¢) Dana Bagi Hasil, meliputi :

(1) Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan;
(2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas;
(3) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum;
(4
©
(
(

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan;

)

)

)

) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan;

6) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi;

7) Dana Bagi Hasil Cukai;

d) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, meliputi:
(1) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah;
(2) Dana Insentif Daerah;

(3) Dana Tunjangan Profesi Guru;

(4) Dana Bantuan Operasional Sekolah;

(6) Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah;
e) Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah.

DIPA Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain.

~ DIPA Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain adalah DIPA yang memuat rincian

penggunaan anggaran untuk alokasi anggaran yang bersumber dari Bagian
Anggaran 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) dan Bagian Anggaran 999.08
(Pengelolaan Belanja Lain-lain).

DIPA Pengelolaan Transaksi Khusus (999.99).

DIPA Pengelolaan Transaksi Khusus (999.99) adalah DIPA yang memuat
rincian penggunaan anggaran untuk alokasi anggaran yang bersumber dari
Bagian Anggaran 999.99 (Pengelolaan Transaksi Khusus). {19
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B. Pokok-Pokok Maferi DIPA

Pokok-pokok materi DIPA terdiri dari organisasi, fungsi, pejabat perbendaharaan,
rincian penggunaan anggaran, rencana penarikan dana, dan perkiraan penerimaan.

1. Organisasi

Alokasi anggaran pada DIPA disusun untuk masing-masing Kementerian
Negara/Lembaga sesuai struktur organisasinya. Rincian anggaran disusun mulai
dari Bagian Anggaran (Kementerian Negara/Lembaga), Unit Organisasi (Unit
Eselon I) dan satker. Penyusunan DIPA menurut organisasi dilakukan untuk
melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian hasil (outcome) dari program
Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan visi dan misi organisasinya.

Pengertian bagian anggaran, unit organisasi dan satker adalah sebagai berikut:

a. Bagian Anggaran

Bagian Anggaran adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai
bagian tertentu dari penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam Undang-
Undang APBN. Kementerian Negara/Lembaga dalam hal ini bertindak sebagai
PA.

b. Unit Organisasi

Unit Organisasi adalah unit eselon I Kementerian Negara/Lembaga yang
bertanggung jawab terhadap pencapaian tugas pokok, fungsi, dan hasil
(outcome) dari program tertentu dalam Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.

c. Satker

Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian
Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
organisasi yang membebani dana APBN.

Satker dalam hal ini merupakan unit organisasi lini Kementerian
Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memperoleh kuasa penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, program, dan misi
Pengguna Anggaran.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi, program, dan misi tersebut,
satker juga merupakan kesatuan entitas manajemen dan keuangan yang
melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

2. Fungsi

Fungsi merupakan uraian kualitatif dari alokasi dana untuk menjelaskan
program/kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran/hasil/keluaran sebagai akibat
pelaksanaan program/kegiatan tersebut. Uraian kualitatif fungsi dalam DIPA
bermanfaat untuk mengkaitkan DIPA dengan pencapaian kinerja satker sesuai
dengan penugasan dan penguasaan anggaran dari Pengguna Anggaran. ﬁ
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Dalam rangka memenuhi pencantuman materi fungsi, maka dalam DIPA harus
memuat uraian fungsi dan subfungsi, program, hasil (outcome), indikator kinerja
utama program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan keluaran (output).

Pengertian fungsi dan subfungsi, program, hasil (outcome), indikator kinerja utama

program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan keluaran (output) adalah sebagai
berikut:

a.

Fungsi

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Subfungsi adalah penjabaran lebih lanjut dari fungsi yang terinci ke dalam
beberapa kategori.

Program

Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang
berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang
dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Hasil (Outcome)

Hasil (Outcome) adalah kinerja atau tujuan yang akan dicapai dari suatu
pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan. Hasil
(outcome) dirumuskan secara kuantitatif, jelas dan terukur. Hasil (outcome) pada
DIPA harus dapat mencerminkan sasaran kinerja sesuai Visi dan Misi serta
Tugas Pokok dan Fungsi Unit Eselon I. Disamping itu hasil (oufcome) harus
mendukung secara langsung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian
Negara/Lembaga. Setiap hasil (outcome) hanya dapat mendukung pencapaian
sebuah Sasaran Strategis Unit Eselon I terkait.

Indikator Kinerja Utama Program

Indikator Kinerja Utama (IKU) Program merupakan indikator unggulan yang
mencerminkan kinerja Program. Penetapan IKU Program dapat dilakukan
dengan memilih indikator kinerja kegiatan yang dianggap sebagai unggulan
atau merupakan composite index dari beberapa kegiatan. IKU Program juga
mencerminkan hubungan langsung dengan outcome yang akan dicapai,
Penetapan rumusan IKU Program tetap mengacu pada fokus dan karakteristik
masing-masing unit eselon I.

Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satker sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang dan jasa. /!7
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g. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) mencerminkan tolok ukur sebagai dasar
penilaian kinerja Kegiatan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan
kuantitas (volume output), kualitas dan harga output. Untuk Kegiatan yang
menghasilkan beberapa jenis output, rumusan indikator juga menggambarkan
produk yang dihasilkan. Dalam hal rumusan dengan pendekatan kualitas, harus
disiapkan data baseline sebagai pembanding. Sebuah Kegiatan dapat memiliki
beberapa indikator kinerja.

h. Keluaran (Outpuf)

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan atas pelaksanaan dari
1 (satu) atau beberapa paket pekerjaan yang tergabung dalam kegiatan.

Keluaran (output) merupakan sasaran suatu kegiatan. Kegiatan dapat terdiri dari
satu atau lebih keluaran (output) karena kegiatan tersebut mempunyai satu atau
lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Keluaran (output)
yang satu dengan keluaran (output) yang lain dapat dibedakan berdasarkan
perbedaan keluaran, sehingga besaran keluaran kegiatan tidak selalu
merupakan penjumlahan dari besaran-besaran keluaran (output) dalam satu
kegiatan.

3. Pejabat Perbendaharaan

Pejabat Perbendaharaan adalah para pengelola keuangan pada satker yang diberi
tugas sebagai kuasa pengguna anggaran, penguji dan penerbit Surat Perintah
Membayar (SPM), dan pelaksana tugas kebendaharaan. Pejabat Perbendaharaan
tersebut terdiri dari KPA, PP SPM dan Bendahara Pengeluaran.

a. KPA

1) KPA adalah- pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA untuk
melaksanakan program/kegiatan dan diberikan kewenangan untuk
menggunakan anggaran dalam DIPA. '

2) KPA menjadi manajer, melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA.

3) Pejabat yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai KPA adalah Kepala
satker atau pejabat lain yang ditunjuk dalam lingkup satker tersebut.

b. PPSPM

PP SPM adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA/KPA untuk
melakukan pengujian atas permintaan pembayaran tagihan kepada negara, dan
selanjutnya menerbitkan SPM atas beban DIPA berkenaan.

c. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
PA/KPA untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka
pelaksanaan APBN pada kantor/satker Kementerian Negara/Lembaga. ﬂ?
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4. Rincian Penggunaan Anggaran

Rincian penggunaan anggaran adalah rincian anggaran yang dibelanjakan dalam
rangka:

a. Pelaksanaan rencana kerja satker untuk mencapai hasil (outcome) yang
ditetapkan.

Untuk mencapai hasil (outcome) yang ditetapkan, DIPA disusun berdasarkan
fungsi dan subfungsi, program, indikator kinerfa utama program, kegiatan,
indikator kinerja kegiatan, keluaran (output). Masing-masing rincian anggaran
dalam fungsi, subfungsi, program, indikator kinerja utama program, kegiatan,
indikator kinerja kegiatan, keluaran (output), dicantumkan per jenis belanja.

Jenis belanja yang ditampilkan pada DIPA adalah 2 (dua) digit pertama dari
rincian akun pada Bagan Akun Standar. Penetapan jenis belanja sebagai rincian
anggaran dalam DIPA dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada
KPA untuk melakukan penyesuaian atas akun belanja pada 4 (empat) digit
terakhir dari Bagan Akun Standar. Hal ini sesuai prinsip let’s managers manage
dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

b. Anggaran yang disediakan dapat dibayarkan/dicairkan melalui mekanisme
APBN.

Rincian penggunaan anggaran dalam DIPA berfungsi sebagai dasar pembayaran
dan pembebanan pada anggaran negara. Oleh karena itu, rincian penggunaan
anggaran harus memenuhi ketentuan pembayaran dalam mekanisme
pelaksanaan APBN sehingga dana yang dialokasikan dapat dicairkan oleh
Kuasa Bendahara Umum Negara.

Ketentuan pelaksanaan pembayaran meliputi kesesuaian pencantuman rincian
penggunaan dana dengan standar akuntansi pemerintah dan persyaratan
pencairan dana, seperti kode kantor bayar, sumber dana, dan kesesuaian jenis
belanja.

5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

Pencantuman rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan dalam DIPA
diperlukan untuk pencapaian optimalisasi fungsi DIPA sebagai alat manajemen kas
pemerintah. Disamping sebagai alat manajemen kas pemerintah, juga sebagai alat
monitoring/pembanding terhadap penyerapan pagu.

Rencana Penarikan Dana merupakan pelaksanaan fungsi manajemen kas
pemerintah dari sisi belanja negara. Pengesahan DIPA oleh Bendahara Umum
Negara memberi jaminan bahwa anggaran dalam DIPA dapat disediakan oleh
negara dalam jumlah yang cukup pada saat anggaran tersebut ditagihkan. Dalam
rangka optimalisasi pengelolaan kas negara, ketepatan waktu penyediaan uang
untuk memenuhi tagihan negara menjadi penting. ﬁ
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Perkiraan penérimaan baik penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) diperlukan untuk menghitung proyeksi penerimaan negara melalui
kas negara.

C. Pe'nyusunan Rincian Penggunaan Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja, pencantuman muatan rencana kerja dan
anggaran ke dalam DIPA harus menunjukkan keterkaitan fungsi, subfungsi, program,
kegiatan, keluaran (oufput) dengan sasaran dan indikator keluaran. Untuk keperluan
penggunaan anggaran, pencantuman rmuatan rencana kerja dan anggaran ke dalam
DIPA harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Bagan Akun Standar) dan
ketentuan pembayaran/ pencairan dana melalui mekanisme APBN.

Berdasarkan tujuan di atas, tata cara pencantuman rencana kerja dan anggaran ke
dalam rincian penggunaan anggaran pada DIPA adalah sebagai berikut:

1. Pencantuman Program, Kegiatan, Keluaran (oufput) Sumber Dana, dan Jenis"
Belanja.

Program, kegiatan, keluaran (output), sumber dana, dan jenis belanja dalam DIPA
hendaknya memiliki keterkaitan satu sama lain dalam rangka pencapaian kinerja
satker, dan harus sesuai dengan program, kegiatan, keluaran (output) pada rencana
kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

Ketentuan pencantuman program, kegiatan, keluaran (output), sumber dana, dan
jenis belanja adalah sebagai berikut:

a. Pencantuman Program

Program yang dicantumkan ke dalam DIPA adalah program yang akan
dilaksanakan oleh satker yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan rencana
kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

b. Pencantuman Kegiatan

Kegiatan yang dicantumkan dalam DIPA adalah kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh satker dalam rangka pencapaian sasaran program dan yang
terkait langsung dengan pencapaian program dalam rencana kerja dan anggaran
berkenaan.

Apabila satker melaksanakan lebih dari satu kegiatan dalam satu program,
maka dalam DIPA juga harus dicantumkan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan.

¢. Pencantuman Keluaran (output)

Keluaran (output) yang dicantumkan dalam DIPA adalah barang atau jasa yang
dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan untuk mendukung pencapaian
outcome program dan/atau outcome fokus prioritas. {b



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

d. Pencantuman Sumber Dana
Pencantuman sumber dana pada DIPA meliputi:
1) Rupiah Murni

Sumber dana Rupiah Murni digunakan untuk menampung pengeluaran
yang dibiayai dari Rupiah Murni APBN, terdiri atas Rupiah Murni (RM),
Rupiah Murni Pendamping (RMP), dan Stimulus (STM).

2) Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak digunakan untuk
menampung pengeluaran yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan
Pajak, terdiri atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PINBP) dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak - Badan Layanan Umum (BLU).

Pencairan pengeluaran yang dibiayai dari PNBP harus mengacu kepada

batas maksimal pencairan dana yang diperkenankan dalam penggunaan
dan PNBP.

3) Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Sumber dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri digunakan untuk
menampung pengeluaran yang dibiayai dari Pinjaman dan Hibah Luar
Negeri, terdiri atas Pinjaman Luar Negeri (PLN), Hibah Luar Negeri (HLN)
dan Hibah Langsung Luar Negeri (HLL).

Pada setiap pengeluaran yang dibiayai dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
harus dicantumkan nomor register Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan tata
cara penarikan dana.

4) Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri

Sumber dana Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri digunakan untuk
menampung pengeluaran yang dibiayai dari Pinjaman dan Hibah Dalam
Negeri, terdiri atas Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Hibah Dalam Negeri
(HDN) dan Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD).

e. Pencantuman Jenis Belanja

Dalam rangka akuntabilitas kinerja pelaksanaan anggaran oleh PA/KPA dan
penyusunan laporan keuangan, pencantuman akun harus sesuai dengan jenis
belanja yang ditetapkan. Ketidaktepatan pencantuman jenis belanja dalam DIPA
akan mengakibatkan tertundanya pencairan dana karena masih memerlukan
penyesuaian.

Jenis belanja merupakan klasifikasi ekonomi dalam standar statistik keuangan
pemerintahan (Government Finance Statistic/ GFS), Melalui jenis belanja akan
ditetapkan status kinerja pengeluaran pemerintah berupa hasil dan keluaran
dalam bentuk barang dan jasa sebagai akibat dari pengerahan sumber daya
melalui belanja/ pengeluaran negara. Klasifikasi dalam jenis belanja akan
membedakan kinerja, sumber daya yang dikerahkan, dan bentuk keluaran baik
aset maupun non aset negara. ﬂ;
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Jenis-jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan DIPA adalah sebagai
berikut:

1) Belanja Pegawai (51)

2)

3)

4)

5)

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk wang maupun barang
yang diberikan kepada pegawai pemerintah (pejabat negara, pegawai negeri
sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus
PNS) yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan
pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam
kategori belanja barang.

Belanja Barang (52)

Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan
jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan
maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan
untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
Dalam pengertian belanja tersebut termasuk honorarium yang diberikan
dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang/jasa.
Belanja Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang (Operasional dan
Non-Operasional), Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, serta Belanja
Perjalanan Dinas.

Belanja Modal (53)

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam
rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan asét lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan
minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari
suatu satker atau dipergunakan oleh masyarakat/publik namun tercatat
dalam regjstrasi aset K/L terkait serta bukan untuk dijual.

Belanja Bunga Utang (54)

Bunga yaitu pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok
utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar
negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Jenis belanja ini khusus
digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran BUN.

Belanja Subsidi (55)

Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga
yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa
untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga
jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan
untuk penyaluran subsidi kepada perusahaan negara dan perusahaan
swasta. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian
Anggaran BUN. {lo
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6) Belanja Hibah (56)

Merupakan belanja pemerintah pusat kepada pemerintah negara lain,
organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak
wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus
menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan
penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau
jasa. Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar
negeri yang diterushibahkan ke daerah.

7) Belanja Bantuan Sosial {57)

Belanja Bantuan Sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung
diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan
termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang
pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi
individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.

Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan guna
memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan agar dapat
meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas kelangsungan hidup, dan
memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Belanja
bantuan sosial diberikan dalam bentuk : (1) bantuan langsung; (2)
penyediaan aksessibilitas, dan/atau (3) penguatan kelembagaan.

Khusus untuk belanja bantuan sosial dalam pelaksanaannya mengacu
kepada Buletin Teknis 10 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

8) Belanja Lain-lain (58)
Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang
tidak masuk dalam katagori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,
belanja pembayaran utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja

bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya.

Pencantuman kode rincian akun dalam jenis belanja dan penggunaannya
mengacu pada Bagan Akun Standar (BAS).

2. Kewenangan
Kewenangan pelaksanaan anggaran terdiri dari:
a. Kewenangan yang diberikan kepada satker Pemerintah Pusat terdiri dari:

1) Kewenangan Kantor Pusat (KP) yaitu kewenangan untuk melaksanakan
kegiatan dalam DIPA yang diberikan kepada satker lingkup kantor pusat
Kementerian Negara/Lembaga; dan ‘b
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2) Kewenangan Kantor Daerah (KD) yaitu kewenangan untuk melaksanakan
kegiatan dalam DIPA yang diberikan kepada satker pusat yang berada di
daerah.

. Kewenangan yang diberikan kepada satker Pemerintah Daerah, terdiri dari :

1) Kewenangan Dekonsentrasi (DK) yaitu kewenangan untuk melaksanakan
kegiatan dalam DIPA Dekonsentrasi yang diberikan kepada Kepala
Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi;

2) Kewenangan Tugas Pembantuan (TP) yaitu kewenangan untuk
melaksanakan kegiatan dalam DIPA Tugas Pembantuan yang diberikan
kepada Kepala Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

3) Kewenangan Urusan Bersama (UB) yaitu kewenangan untuk melaksanakan
kegiatan dalam DIPA Urusan Bersama yang diberikan kepada Kepala
Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota.

3. Pencantuman Kantor Bayar dan Cara Penarikan Dana.

a. Kantor Bayar

Kantor bayar yang perlu dicantumkan pada DIPA adalah kode Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ditunjuk untuk melaksanakan
pembayaran/ pencairan dana.

. Cara Penarikan Dana

Cara penarikan dana diperlukan untuk pengeluaran yang dibiayai dari
PHLN/PHDN. Cara penarikan meliputi Pembiayaan Pendahuluan (PP),
Pembayaran Langsung (PL), Rekening Khusus (RK) atau Letter of Credit (LC).
Sedangkan untuk Pengesahan Hibah Langsung dicantumkan (-).

D. Penyusunan Rencana Penarikan Dana

Pencantuman angka rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA didasarkan pada
rencana kerja bulanan satker sesuai dengan kebutuhan riil. Berkenaan dengan hal
tersebut, kiranya perlu diperhatikan sebagai berikut:

a) Untuk Belanja Pegawai, karena sifat penarikan cenderung tetap maka penyusunan

b)

rencana penarikan dapat dibuat secara prorata dibagi sebanyak 13 bulan, dengan
menempatkan pembayaran belanja pegawai bulan ke-13 pada bulan Juli.

Untuk belanja selain belanja pegawai, pencantuman rencana penarikan sesuai
rencana penarikan/pembayaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang meliputi
rencana penarikan Uang Persediaan (UP) dan rencana penarikan Pembayaran
Langsung (LS) setiap bulan, sesuai dengan tata cara pengisian Halaman 111 DIPA.

E. Penyusunan Perkiraan Penerimaan

Rencana Penerimaan meliputi perkiraan penerimaan perpajakan dan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) tiap bulan pada masing-masing satker.

b
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Pencantuman perkiraan penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak serta bea
dan cukai yang dikelola satker di lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai. .

PNBP meliputi penerimaan yang diperoleh sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan
dalam DIPA yang meliputi seluruh penerimaan bukan pajak, baik PNBP fungsional
maupun PNBP Umum.

Pengisian Catatan

Pengisian catatan adalah pencantuman penjelasan tentang rincian belanja yang
memerlukan perlakuan khusus dan/atau persyaratan tertentu pada saat proses
pencairan dana, yang memuat:

a. Besaran alokasi dana yang diblokir pada akun;
b. Tunggakan tahun anggaran yang lalu;

c. Akun belanja yang alokasi anggarannya merupakan batas tertinggi dalam satu
tahun anggaran yaitu Akun Belanja Uang Makan PNS (Akun 511129), Uang Lembur
(Akun 512211), Vakasi (Akun 512311), Tunjangan Profesi Guru (Akun 511152),
Tunjangan Profesi Dosen (Akun 511153), dan Tunjangan Kehormatan Profesor
(Akun 511154).

Penyusunan DIPA menggunakan Aplikasi RKAKL-DIPA. Sumber data yang digunakan
dalam penyusunan DIPA berasal dari ADK atas RKAKL yang telah ditetapkan oleh DJA
dan tidak dapat dilakukan perubahan/revisi kecuali apabila terdapat kesalahan kode
Kabupaten/Kota, Kode Kewenangan, dan Kode Kantor Bayar. Pencantuman data yang
masih harus dimasukkan melalui Aplikasi RKAKL-DIPA oleh PA/KPA adalah sebaga1
berikut :

1.

A R

Pejabat Perbendaharaan;

Nilai valas mata uang NPP/H dan ekuivalen USD;

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan per bulan;
Akun yang perlu mendapat catatan khusus;

Informasi Satker BLU meliputi saldo awal kas, saldo akhir kas, besaran prosentase
ambang batas, prosentase penggunaan langsung PNBP, dan status BLU.

h
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BABIII

TATA CARA PENGESAHAN DIPA

A. Pengesahan DIPA Kementerian Negara/Lembaga

1. Penerimaan Surat Penetapan RKA-KL (SP RKA-KL) dan Penerbitan DNA.

a.

Direktur Jenderal Perbendaharaan menerima SP RKA-KL yang dilampiri
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA Satker) dari Direktur Jenderal Anggaran
berdasarkan hasil penelaahan RKA-KL.

Setelah menerima SP RKA-KL, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur
Pelaksanaan Anggaran mengklasifikasikan pengesahan DIPA yang dilakukan
oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan DNA sebagai pengantar data
Keppres mengenai rincian APBN kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

DNA memuat alokasi anggaran satker berupa pagu anggaran per jenis belanja
dan jumlah dana yang diblokir sebagaimana dimuat dalam Keputusan Presiden
mengenai rincian APBN.

DNA digunakan sebagai alat validasi kebenaran kode satker, nama satker, pagu
DIPA, pagu per jenis belanja, pagu per program, target penerimaan dan jumlah
dana yang diblokir. '

Format DNA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Menteri Keuangan ini.

2. Penyampaian DIPA.

d.

Menteri Keuangan memberitahukan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga untuk
menyampaikan DIPA kepada Direktur Jenderal . Perbendaharaan setelah
diterimanya SP RKAKL.

Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan, Direktur Jenderal
Perbendaharaan  menyusun  jadwal  validasi DIPA Kementerian
Negara/Lembaga dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama Kementerian Negara/Lembaga.

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama memerintahkan para KPA satker agar
menyampaikan DIPA dan ADK kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
sesuai dengan jadwal validasi yang telah ditetapkan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan memerintahkan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menyusun jadwal validasi DIPA dan
disampaikan kepada KPA satker di wilayah kerjanya. /6
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3. Pengertian dan Batasan Validasi.

a. Validasi DIPA adalah serangkaian proses dan prosedur yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan terhadap DIPA yang diajukan PA/KPA satker untuk menjamin
kesesuaian DIPA dengan Keputusan Presiden mengenai Rincian APBN.

b. Dalam pelaksanaan validasi DIPA, Kantor DPusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak
menilai kebenaran perhitungan biaya/alokasi dalam DIPA yang diajukan,
karena kebenaran perhitungan biaya/alokasi dan penggunaan/penyaluran
dana dalam DIPA menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PA/KPA.

4. Tujuan Validasi.

a. Menjamin kesesuaian pencantuman Fungsi, Subfungsi, Program, Hasil
(Outcome), Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program), Kegiatan, Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK), Output, Jenis Belanja, dan Alokasi Anggaran, antara
DIP A dengan Keputusan Presiden mengenai Rincian APBN.

b. Menjamin penuangan rencana kerfa dan anggaran telah sesuai dengan kaidah
akuntansi pemerintahan sebagaimana dipersyaratkan dalam penyusunan
laporan keuangan.

c. Menjamin kebenaran pencantuman Kode Kewenangan, Kode Kantor Bayar, dan
Kode Lokasi Kabupaten/ Kota.

- d. Menjamin penuangan rencana Kerja dan anggaran telah sesuai dengan prinsip
pembayaran dalam mekanisme APBN.

5. Tata Cara Validasi DIPA pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

a. Proses validasi DIPA pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dilakukan untuk DIPA satker Kantor Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta
termasuk DIPA satker Kantor Perwakilan/Atase di Luar Negeri dan DIPA
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerima SP-RKAKL yang berisi data
Keppres mengenai rincian APBN dari Direktorat Jenderal Anggaran.

¢. Petugas Direktorat Pelaksanaan Anggaran menerima DIPA dan ADK satker,
selanjutnya melakukan validasi dengan:

1) Mencocokkan DIPA dengan ADK satker.

2) Mencocokkan ADK dengan data Keppres mengenai rincian APBN yang
terdapat dalam database RKAKL-DIP A,

Proses validasi tersebut di atas dilakukan menggunakan aplikasi dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

1) Memasukkan ADK satker ke dalam komputer klien; ﬁ
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2) Apabila terdapat ketidakcocokan, perbaikan hanya dapat dilakukan
terhadap kesalahan kode kabupaten/kota, kode kewenangan, dan kode
Kantor Bayar;

3) Memasukkan kode validasi yang tercantum pada halaman DIPA;
4) Jika kode validasi sama, akan diterbitkan SP DIPA;

5} Jika kode validasi tidak sama, DIPA dan ADK dikembalikan kepada satker
Kementerian Negara/Lembaga untuk diperbaiki.

6. Tata Cara Validasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan:

d.

Proses validasi DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dilakukan untuk DIPA satker Vertikal/Unit Pelaksana Teknis termasuk satker
kantor pusat di luar DKI Jakarta dan satker pusat yang ada di daerah, DIPA
Dekonsentrasi, DIP A Tugas Pembantuan, dan DIPA Urusan Bersama.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerima DNA yang
berfungsi sebagai pengantar data Keppres mengenai rincian APBN dari Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Petugas Front Office (FO) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menerima DIPA dan ADK satker.

Berdasarkan data-data di atas, Petugas FO melakukan validasi sebagai berlkut
1) Mencocokkan DIPA dengan ADK satker.

2) Mencocokkan ADK satker dengan data Keppres mengenai rincian APBN
yang terdapat dalam database Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

Proses validasi tersebut di atas dilakukan menggunakan aplikasi dengan
langkah-langkah sebagai berikut: '

1) Memasukkan ADK satker ke dalam komputer klien;

2) Apabila terdapat ketidakcocokan, perbaikan hanya dapat dilakukan apabila
terdapat kesalahan kode kabupaten/kota, kode kewenangan, dan kode
KPPN;

3) Setelah dilakukan perbaikan, memasukkan kode validasi yang tercantum
pada halaman DIPA;

4) Jika kode validasi sama, akan diterbitkan SP DIPA;

5) Jika kode validasi tidak sama, DIPA dan ADK dikembalikan kepada satker
Kementerian Negara/ Lembaga untuk diperbaiki.
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7. Proses Pengesahan DIPA.

a. Pengesahan DIPA merupakan penetapan oleh BUN atas DIPA yang disusun
oleh PA/KPA dan memuat pernyataan bahwa rencana kerja dan anggaran pada
DIPA berkenaan tersedia dananya dalam APBN dan menjadi dasar
pembayaran/pencairan dana atas beban APBN.

b. Tujuan pengesahan DIPA adalah:

1)

2)

3)

Menjamin alokasi anggaran dalam DIPA telah sesuai dengan alokasi dan
peruntukannya dalam Keputusan Presiden mengenai Rincian APBN;

Menjamin bahwa alokasi anggaran dapat digunakan untuk membayarkan
rencana kerja sebagaimana tercantum dalam rincian penggunaan anggaran;

Menjamin KPPN selaku Kuasa BUN dapat mencairkan anggaran pada DIPA
berkenaan.

c. Pengesahan DIPA dilakukan dengan penerbitan Surat Pengesahan DIPA yang
ditandatangani oleh:

1)

2)

Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara, untuk DIPA satker Kantor Pusat yang
berlokasi di DKI Jakarta dan DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara;

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama
Menteri Keuangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, untuk DIPA
satker Vertikal/Unit Pelaksana Teknis termasuk satker Kantor Pusat di luar
DKI Jakarta dan satker pusat yang ada di daerah, DIPA Dekonsentrasi, DIPA
Tugas Pembantuan, dan DIPA Urusan Bersama.

d. Surat Pengesahan DIPA paling sedikit memuat:

dasar hukum pengesahan DIPA;

identitas DIPA, meliputi bagian anggaran, unit organisasi dan satker;
pagu anggaran DIPA;

uratan program dan kegiatan;

rincian sumber dana DIPPA;

kantor bayar;

pernyataan dari BUN bahwa penetapan dan perhitungan biaya serta
penggunaan dana dalam DIPA merupakan tanggung jawab PA/KPA; dan

masa berlakunya DIPA.

e. Tata Cara Pengesahan DIPA.

1)

DIPA yang telah divalidasi diterbitkan Surat Pengesahan DIP A.
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2) Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat |
Jenderal Perbendaharaan menetapkan Surat Pengesahan DIPA selaku
Bendahara Umum Negara.

3) Surat Pengesahan yang telah  ditetapkan  Direktur  Jenderal
Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dan DIPA yang ditandatangani PA/KPA merupakan satu
kesatuan DIPA yang sah sebagai dasar penggunaan anggaran.

Tanggal Pengesahan DIPA.

Penetapan SP-DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan dalam bulan Desember
sebelum dimulainya tahun anggaran dan berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berikutnya. Sedangkan terhadap
SP RKA-K/L dan RDP BUN yang diterima dari Direktur Jenderal Anggaran
setelah bulan Desember maka penetapan SP-DIPA oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

B. Pengesahan DIPA Bendahara Umum Negara

1. Penerimaan Surat Penetapan RDP-BUN dari DJA.

a.

b.

Dalam rangka pengesahan DIPA Utang dan Belanja Hibah, Direktur Ienderai
Anggaran menyampaikan RDP-BUN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan..

Dalam rangka pengesahan DIPA Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman,
Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan RDP-BUN kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan.

Dalam rangka pengesahan DIPA Transfer Daerah, Direktur Jenderal -
Perimbangan Keuangan menyampaikan RDP-BUN kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

Dalam rangka pengesahan DIPA Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain,
Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan RDP-BUN kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan.

Penyampaian rincian RDP-BUN tersebut juga disertai dengan softcopy data
rencana kerja dan anggaran yang telah dibahas final pada Direktorat Jenderal
Anggaran dan/atau Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran
mengadministrasikan soffcopy data RDP-BUN untuk divalidasi.

2. Proses Pehgesahan DIPA.

a.

Setelah RDP-BUN diterima dari Direktur Jenderal Anggaran dan DIPA dari
KPA Bagian Anggaran BUN yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan segera melakukan
validasi sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur pada huruf A angka 5.
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b. Tanggal Péngesahan DIPA.

Penetapan SP-DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan di atas adalah sesuai
tanggal penetapan SP-DIPA pada tahun anggaran berjalan.

C. DIPA Sementara

Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga/ tidak menyampaikan DIPA sampai dengan

batas waktu yang telah ditentukan, maka diterbitkan DIPA Sementara dengan tata cara
sebagai berikut:

1.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun DIPA Sementara dan
mengesahkan DIPA Sementara berdasarkan SP RKA-KL;

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun DIPA Sementara
dan mengesahkan DIPA Sementara berdasarkan DNA;

DIPA Sementara tidak perlu ditandatangani PA/KPA;

4. Dana yang dapat dicairkan dibatasi untuk pembayaran gaji pegawai, pengeluaran

keperluan sehari-hari perkantoran, daya dan jasa, dan lauk pauk/bahan makanan.
Sedangkan dana untuk jenis pengeluaran lainnya harus diblokir; dan

Apabila DIPA telah diterima dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
setelah DIPA Sementara diterbitkan, maka dilakukan validasi dan pengesahan
revisi pertama DIPA bersangkutan.

D. Penyampaian DIPA

1.

DIPA yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, disampaikan
kepada:
a. Menteri/Pimpinan Lembaga:
1) Sekretaris ]enderal;
2) Inspektur Jenderal;
3) Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan;
4) KPA. |
b. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
c. Gubernur Provinsi;
d. Direktur Jenderal Anggaran;

e. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan;

f. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan apabila menyangkut DIPA Dana
Transfer Daerah;

g. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi; ﬁg
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h. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara bersangkutan, beserta arsip
data komputernya.

2. DIPA yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, disampaikan kepada:
a. Menteri/Pimpinan Lembaga:
1) Sekretaris Jenderal;
2) Inspektur Jenderal;
3) Pimpinan Unit Eselon] bersangkutan;
4) KPA.
b. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
c. Gubernur Provinsi;
d. Direktur Jenderal Anggaran;
e. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q:
1) Direktur Pelaksanaan Anggaran, beserta arsip data komputernya;
2) Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

3) Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum apabila
menyangkut DIPA BLU;

f. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara bersangkutan, beserta arsip
~ data komputernya.

3. DIPA yang telah disahkan harus sudah disampaikan atau dikirimkan oleh Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan kepada KPPN dan Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 2
(dua) minggu setelah DIPA disahkan. /b
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BABIV

TATA CARAPENYUSUNAN
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN

A. Pengertian Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan
untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari
DIPA. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA, setelah
DIPA disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, PA/KPA menerbitkan POK.

Fungsi POK

POK berfungsi sebagai:

1.

Pedoman dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas;

2. Alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/aktivitas;
3.
4

Alat perencanaan kebutuhan dana; dan

. Sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan

anggaran.

Pokok-Pokok Materi POK

POK disusun berdasarkan DIPA dan SP RKA-K/L serta ketentuan-ketentuan yang
berlaku dalam pelaksanaan APBN. POK paling sedikit memuat uraian tentang:

1.
2.

® N e @ e W

Kode dan nama satker;

Kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi, program dan nama
program;

Kode dan nama kegiatan/ output/sub output/ komponen input/ akun;

Kode dan nama kantor bayar, lokasi, dan indikator kinerja kegiatan;

Rincian volume, harga satuan, dan jumlah biaya;

Sumber dana, cara penarikan, dan kode kewenangan;

Tata cara pengadaan/ pelaksanaan (kontraktual dan non kontraktual);

Rencana pelaksanaan kegiatan (fime schedule) yang dilengkapi dengan perkiraan
kebutuhan dana per aktivitas per bulan. &
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Dalam hal terdapat perubahan POK sebagai akibat dari revisi DIPA, penyesuaian atas
realisasi, perubahan jadwal pelaksanaan aktivitas dan lainnya, maka POK harus
disesuaikan/di-update. Apabila perubahan POK mengakibatkan perubahan kebutuhan
dana per bulan maka penyesuaian/updating tersebut digunakan untuk meng-update
halaman [II DIPA. Updating halaman IIT DIPA disampaikan kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan untuk DIPA yang disahkan di kantor pusat dan Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk DIPA yang disahkan di daerah.
Penyampaian updating dimaksud dilakukan setiap ada perubahan atau paling lambat
per triwulan.

Format POK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri
Keuangan ini

. Pasca Pengesahan

1. Penunjukan Pejabat Perbendaharaan

Sesuai dengan maksud Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 5
Ayat (4) dan (4a) menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan
pengangkatan dan pemberhentian pejabat perbendaharaan.

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perbendaharaan dimaksud tidak terikat
tahun anggaran.

Sehubungan dengan ketentuan di atas apabila pada awal tahun anggaran tidak
terdapat penggantian pejabat perbendaharaan yaitu KPA, Pejabat Penandatangan -
SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran, maka tidak perlu
ditetapkan dengan surat keputusan baru. KPA cukup menyampaikan surat
pemberitahuan kepada KPPN Pembayar bahwa tidak terjadi penggantian pejabat
perbendaharaan.

Penerbitan surat keputusan dilakukan apabila terjadi penggantian atau penunjukan
pejabat perbendaharaan yang baru. Surat keputusan tersebut segera disampaikan
kepada KPPN Pembayar disertai dengan specimen tanda tangan dan paraf pejabat
berkenaan.

2. Penelitian kembali DIPA

Setelah DIPA disahkan dan diterima oleh KPA, KPA berkewajiban melakukan
penelitian kembali terhadap DIPA untuk memastikan bahwa DIPA yang diterima
telah sesuai dengan SP RKAK/ L dan tidak terdapat kesalahan-kesalahan, baik yang
bersifat administratif maupun substantif. Penelitian dimaksud meliputi antara lain
kode dan nomenklatur satker, pejabat perbendaharaan, kode kantor bayar, kode
kewenangan, kode lokasi, sumber dana, jenis belanja, cara penarikan, jurnlah pagu

anggaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan jumlah anggaran
yang diblokir,
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Apabila dari hasil penelitian dimaksud ditemukan kesalahan, maka segera
disampaikan kepada Kantor Pusat/Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk dilakukan
revisi/ penyesuaian seperlunya sesuai kewenangan.

Hal tersebut perlu dilakukan agar dalam pelaksanaan kegiatannya, satker tidak
mengalami hambatan sehingga penyerapan anggaran dapat dimulai secepatnya
sejak awal tahun anggaran.

. Pemantapan Rencana Penarikan

Salah satu tugas KPA adalah merencanakan penarikan dana yang dapat
direalisasikan setiap bulan. Rencana penarikan dana tersebut harus disesuaikan
dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan, baik yang terkait dengan belanja
pegawai maupun non belanja pegawai.

Rencana penarikan dana tersebut adalah sebagaimana yang dituangkan pada
Halaman [II DIPA dan dijabarkan lebih lanjut secara rinci dalam POK. Rencana
penarikan dana harus dihitung dengan secermat mungkin untuk menghindari
banyaknya perubahan-perubahan dalam pelaksanaannya. Namun demikian, apabila
terjadi perubahan terhadap rencana penarikan dana maka dapat dilakukan updating
sesuai dengan ketentuan. '

. Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran oleh Satker

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBN adalah dengan
mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran
pagu anggaran yang dapat direalisasikan mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi
pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang
semakin merata dan stabilitas perekonomian semakin terjaga. Mengingat pentingnya
penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu
dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian
Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja
Pasal 4, PPK pada satker mempunyai tugas pokok antara lain :

a. Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana;

b. Membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja; dan

c. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan perjanjian/kontrak dengan
pihak penyedia barang/jasa.

Melalui tugas pokok tersebut, PPK dapat mendorong percepatan realisasi
penyerapan anggaran pada satker dalam mencapai sasaran program dan kegiatan
yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila ditemukan permasalahan dalam
penyerapan anggaran, maka PPK dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada
KPA untuk diteruskan kepada PA atau pihak lain yang berkaitan dengan
permasalahan penyerapan tersebut sebagai langkah tindak lanjut dalam rangka
percepatan penyerapan anggaran.
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A. TATA CARA PENGISIAN DIPA

1. PENGISIAN SURAT PENGESAHAN DIPA (SP DIPA)
Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA.

Cara pengisian SP DIPA sebagai berikut:
{ Contoh:1)

[12]
[1b]

2]
[3]
(4]

(5]

[6]
[7]
(8]
(9]

(10]

(11]

(12]
[13]
(14]
(15]

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

Diisi dengan Tahun Anggaran
Diisi dengan nomor SP DIPA dengan ketentuan sebagai berikut:
aaaa Nomor SP
bbb-cc kode Kementerian Negara/Lembaga - kode Unit Organisasi
d kode kewenangan (1=KFP; 2=KD; 3=DK; 4 =TF; 5=UB; 6=DS)
ce Jenis DIPA (01=K/L; 02=Cicilan Bunga Utang; 03=Subsidi dan Transfer;
04=Belanja Lain-Lain; 06= DAU/DAK; 08=Dana Bagi Hasil; 09=Dana
Otonomi Khusus; 10=Cicilan Pokok Hutang DN; 11=Cicilan Pokok
Hutang LN; 12=Penerusan Pinjaman; 13=Penyertaan Modal; 16=BLU;
20=Luncuran)
ff Diisi dengan kode pengesahan DIPA oleh Kantor Pusat/Kanwil Ditjen
Perbendaharaan (“-“=Kantor Pusat DJPBN; 01 dst=Kode Provinsi).
20XX Diisi dengan Tahun Anggaran
Diisi dengan nomor, tahun dan Tahun Anggaran UU tentang APBN
Diisi dengan nomor DNA (khusus yang disahkan di kanwil DJPBN)
Diisi dengan dasar lain pengesahan DIPA (khusus untuk DIPA Pembiayaan dan DIPA
Transfer ke Daerah, contoh : Perpres Perincian DAU, PMK Rincian Alokasi)
Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama
Kementerian Negara/Lembaga
Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisast
Diisi dengan kode lokast provinsi diikuti dengan uraian provinsi
Diisi dengan kode satker ditkuti dengan uraian nama satker
Diisi dengan status Satker BLU “Penuh atau Bertahap” sesuai dengan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker BLU (khusus untuk satker BLU)
Diisi dengan persentase penggunaan langsung PNBP BLU yang dapat digunakan
langsung sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan satker yang
menerapkan PK BLU (hanya diisi jika status satker BLU adalah BLU Bertahap)
Diisi dengan besaran persentase ambang batas,
Keterangan:
- Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang
diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU sesuai ketentuan,
- Persentase ambang batas hanya untuk satker BLU berstatus penuh
- Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun anggaran lalu
Diisi dengan jumlah pagu keseluruhan DIPA dengan angka dan huruf
Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi
Diisi dengan kode sub fungsi ditkuti dengan uraian sub fungsi
Diisi dengan kode Kementerian Negara,/ Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti
dengan uraian program
Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan
Diisi dengan jumlah pagu untuk program dan kegiatan
Diisi dengan jumlah pagu Rupiah Murni (RM)
Diisi dengan jumlah total pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Diisi dengan jumlah pagu PNBP TA Berjalan
Diisi dengan jumlah pagu penerimaan yang berasal dari penggunaan Saldo Awal BLU
(khusus untuk satker BLU)
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Diisi dengan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Luar Negeri

Diisi dengan jumlah pagu Hibah Luar Negeri

Diisi dengan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Dalam Negeri

Diisi dengan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri

Diisi dengan jumlah total pagu Hibah Langsung

Diisi dengan jumlah pagu Hibah Luar Negeri Langsung

Diisi dengan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri Langsung

Diisi dengan nama KPPN

Diisi dengan kode KPPN

Diisi dengan jumlah uang untuk KPPN terkait.

- Untuk DIPA Kementerian Negara/Lembaga, BLU dan BA 999.08 diisi:
“Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta
penggunann dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.”

- Untuk DIPA BA 999 selain BA 999.08 diisi: “Tanggung jawab terhadap
penetapan dan perhitungan alokasi serta penyalurannya yang tertuang
dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran.”

Diisi tahun berlakunya DIFPA

Diisi tempat dan tanggal penetapan Surat Pengesahan DIPA

Diisi dengan nama Kanwil DJPBN untuk DIPA yang disahkan di daerah

Diisi dengan nama penandatangan SP DIPA

Diisi dengan NIP penandatangan SP DIPA

2. PENGISIAN DIPA

a.

Pengisian DIPA Halaman I (Umum)

Halaman ini diisi dengan informasi yang bersifat umum dan merupakan
rekapitulasi dari seluruh satker dalam satu unit organisasi dan satu provinsi.
Halaman ini terdiri atas Halaman IA dan Halaman IB.

1) Halaman IA diisi sebagai berikut:

( Contoh:2)

[la] Diisi dengan Tahun Anggaran

[1b] Diisi dengan Nomor SP DIPA :

[2] Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama
Kementerian Negara/Lembaga

[3] Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi

{4] Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi

{5] Diisi dengan kode satker diikuti dengan urajan nama satker

[6] Diisi nama Kuasa Pengguna Anggaran

[7] Diisi nama Bendahara Pengeluaran

[8]  Diisi nama Pejabat Penandatangan SPM
Informasi khusus Satker BLU (9 - 13):

9] Diisi dengan kode '1' diikuti dengan kata 'Penuh’ untuk satker BLU berstatus
Penuh atau kode '2' diikuti dengan kata 'Bertahap’ untuk satker BLU berstatus
Bertahap

[10] Diisi dengan besaran persentase penggunaan PNBP BLU yang dapat digunakan
langsung berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan satker
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yang menerapkan PK BLU (hanya diisi jika status satker adalah BLU Bertahap)
Diisi dengan besaran persentase ambang batas.
Keterangan:
- Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang
diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU sesuai ketentuan.
- Persentase ambang batas hanya untuk BLU berstatus penuh
- Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun anggaran lalu
Diisi dengan jumlah saldo awal kas BLU
Diisi dengan jumlah saldo akhir kas BLU
Diisi nomor urut halaman
Diisi kode dan uraian fungsi
Diisi jumlah uang untuk fungsi berkenaan
Diisi kode dan uraian sub fungsi
Diisi jumlah uang sub fungsi berkenaan
Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program
diikuti dengan uraian program
Diisi jum]ah uang untuk program berkenaan
Diisi uraian hasil/ ontcome program
Diisi uraian Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program)
Diist kode kegiatan
Diisi uraian kegiatan
Diisi jumlah uang untuk kegiatan berkenaan
Diisi uraian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Diisi : xxxx pertama = kode kegiatan, xx kedua = kode output
Diisi uraian cutput
Diisi jumlah volume output
Diisi satuan output
Diisi jumlah uang untuk output berkenaan
Diisi tempat dan tanggal penetapan DIPA
Diisi jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)
Diisi nama penandatangan DIPA
Diisi NIP penandatangan DIPA

2) Halaman IB diisi sebagai berikut:

(Contoh: 3)

(1a]  Diisi dengan Tahun Anggaran

[1b]  Diisi dengan Nomor SP DIPA

(2] Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama

Kementerian Negara/Lembaga

(3] Diist dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi

(4] Diist dengan kode Provinsi diikuti dengan uraian Provinsi

(5] Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker

[8] Diisi nomor urut halaman

(7] Diisi dengan tahun anggaran dan jumlah pagu

[8]  Diisi dengan jumlah pagu Rupiah Murni

(9] Diisi dengan jumlah pagu PNBP

(10]  Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri

(11]  Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

(12]  Diisi dengan jumlah pagu Hibah Langsung

(13]  Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar Negeri

(14]  Diisi dengan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing

(15]  Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata
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uang asing
Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar Negeri
Diisi dengan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing
Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata
uang asing
Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar Negeri
Diisi dengan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing
Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang
asing
Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar Negeri
Diisi dengan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing
Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang
asing
Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Pinjaman Dalam Negeri
Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri
Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Luar Negeri Langsung
Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri Langsung
Diisi dengan nomor urut
Diisi dengan dengan kode :
1 untuk Pinjaman Luar Negeri
2 untuk Hibah Luar Negeri
3 untuk Pinjaman Dalam Negeri dan
4 untuk Hibah Dalam Negeri
Diisi dengan sumber pinjaman dan hibah berdasarkan Nomor NPP/H per
tahun dan Nomeor Register
Diisi dengan mata uang Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah,
ekuivalen USD, dan ekuivalen Rupiah
Diisi dengan nominal pagu total pinjaman dan hibah berdasarkan mata uang
NPPH, ekuivalen USD dan ekuivalen Rupiah
Diisi dengan kode untuk cara penarikan :
1) PP untuk Pembiayaan Pendahuluan,
2) PL untuk Pembayaran Langsung,
3) RK untuk Rekening Khusus,
4) LC untuk Letter of Credit,
5) - untuk Pengesahan Hibah Langsung
Diisi dengan pagu dana Rupiah berdasarkan cara penarikan
Diisi dengan pagu dana Rupiah Pendamping Proporsional untuk PHLN dan
FPHDN
Diisi dengan dana pendamping untuk Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri
yang dirupiahkan
Diisi dengan pagu dana pendamping Rupiah non proporsional/non sharing
untuk PHLN dan PHDN

Pengisian Halaman II (Rincian Pengeluaran)

Halaman 11 berisi informasi alokasi dana per jenis belanja berdasarkan sumber

dana

untuk masing-masing satker, baik untuk DIPA Kementerian

Negara/Lembaga maupun DIPA BA BUN.

1) Halaman II untuk Belanja Kementerian Negara/Lembaga diisi sebagai
berikut:

( Contoh: 4)
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[la] Diisi dengan Tahun Anggaran

[1b} Diisi dengan Nomor SP DIPA

[2]  Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama
Kementerian Negara/Lembaga

[3]  Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi

[4]  Diisi dengan kode provinsi ditkuti dengan uraian provinsi

[5}  Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker

6]  Diisi dengan kode kewenangan dan uraian kewenangan

[7]  Diisi dengan nomor urut halaman

[8] Diisi dengan kode satker

[91  Diisi dengan uraian satker

(10] Diisi dengan kode Kementerian Negara/ Lembaga, Unit Organisasi dan program

[11] Diisi dengan uraian program

[12] Diisi dengan kode kegiatan

[13] Diisi dengan uraian kegiatan

[14] Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota

[15] Diisi dengan kode kegiatan dan kode output

(16} Diisi dengan uraian output

(17] Diisi dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN,
06=BLU, 07=5TM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL)

[18] Diisi dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN,
HLN, HLD, HLL)

[19] Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN)

[20] Diisi dengan cara penarikan (PP,PL,RK,LC)

[21] Diisi dengan nomor register untuk PHLN

[22] Diisi dengan pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53),
bantuan sosial (57) dan lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah

(23] Diist dengan total pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53),
bantuan sosial (57) dan lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah

[24] Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DIPA

[25] Diisi dengan jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)

[26] Diisi dengan nama pejabat penandatangan DIPA

(27] Dtisi dengan NIP pejabat penandatangan DIPA

2) Halaman II untuk Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain diisi sebagai
berikut:

{ Contoh:5)

[1a] Diisi dengan Tahun Anggaran

[1b} Diisi dengan Nomor SP DIPA

(2}  Diist dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama
Kementerian Negara/Lembaga

[3]  Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi

[4)  Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi

[5]  Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker

[6]  Diisi dengan kode dan uraian kewenangan

(7]  Diisi dengan nomor urut halaman

[8]  Diisi dengan kode satker

[9] Diisi dengan uraian satker

[10] Diisi dengan kode Kementerian Negara/ Lembaga, Unit Organisasi dan program

[11] Diisi dengan uraian program '

[12] Diisi dengan kode kegiatan
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Diisi dengan uraian kegiatan :
Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota
Diisi dengan kode kegiatan dan kode output
Diisi dengan uraian output
Diisi dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN,
06=BLU, 07=5TM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL)
Diisi dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN,
HLN, HLD, HLL)
Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN)
Diisi dengan cara penarikan (PP,PL,RK,LC)
Diisi dengan nomor register untuk PHLN
Diisi dengan pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), subsidi
(55), bantuan sosial (57), dan lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan
rupiah
Diisi dengan total pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53),
subsidi (55), bantuan sosial (57), dan lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam
ribuan rupiah
Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DIPA
Diisi dengan jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)
Diisi dengan nama pejabat penandatangan DIPA
Diisi dengan NII pejabat penandatangan DIPA

3) Halaman II untuk Belanja Transfer ke Daerah diisi sebagai berikut:

(Contoh:6)

[1a] Diisi dengan Tahun Anggaran

[Ib] Diisi dengan Nomor SP DIPA

[2] Diisi dengan kode Kementerian Negara/lLembaga diikuti dengan uraian nama
Kementerian Negara/Lembaga '

[3] Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi

4] Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi

[5] Diist dengan kode satker diikutt dengan uraian satker

[6] Diist dengan kode dan uraian kewenangan

[7]  Diisi dengan nomor urut halaman

{8] Diist dengan kode satker

[9] Diisi dengan uraian satker

[10] Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program

[11] Diisi dengan urajan program

[12] Diisi dengan kode kegiatan

[13] Diisi dengan uraian kegiatan

[14] Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota

{15} Diisi dengan kode kegiatan dan kode output

[16] Diisi dengan uraian output

[17] Diisi dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN,
06=BLU, 07=5TM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL)

[18] Diisi dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN,
HLN, HLD, HLL)

[19] Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN)

[20] Diisi dengan cara penarikan (PP,PL,RK,LC)

[21] Diisi dengan nomor register untuk PHLN

[22] Diisi dengan pagu per jenis belanja (dana alokasi umum (61), dana alokasi khusus

(61), dana bagi hasil (61), dana otonomi khusus (62)dan dana penyesuaian/
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penyeimbang (62)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah
[23] Diisi dengan total pagu per jenis belanja (dana alokasi umum (61), dana alokasi
khusus (61}, dana bagi hasil (61), dana otonomi khusus (62)dan dana
penyesuaian/ penyeimbang (62)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah
[24] Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DIPA
[25] Diisi dengan jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)
[26] Diisi dengan nama pejabat penandatangan DIPA
[27] Diisi dengan NIP pejabat penandatangan DIPA

4) Halaman II untuk Belanja Utang dan Hibah diisi sebagai berikut:
( Contoh:7)

[1a] Diisi dengan Tahun Anggaran

[1b] Diisi dengan Nomor 5P DIPA

[2]  Diisi dengan kode Kementerian Negara/ Lembaga diikuti dengan uraian nama
Kementerian Negara/lL.embaga

[3] Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi

[4] Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi

[5]  Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker

[6] Diisidengan kode dan uraian kewenangan

[7]  Diisi dengan nomor urut halaman

[8]  Diisi dengan kode satker

[9] Diisi dengan uraian satker

[10] Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program

[11] Diisi dengan uraian program

[12] Diisi dengan kode kegiatan

[13] Diisi dengan uraian kegiatan

[14] Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota

[15] Diisi dengan kode kegiatan dan kode output

[16] Diisi dengan uraian output

(17] Diisi dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN,
06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL)

[18] Diisi dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, 5TM, HDN,
HLN, HLD, HLL)

[19] Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN)

[20] Diisi dengan cara penarikan (FP,PL,RK,LC)

[21] Diisi dengan nomor register untuk PHLN

[22] Diisi dengan pagu per jenis belanja (bunga utang; dalam negeri, luar negeri (54),
cicilan pokok utang; dalam negeri, luar negeri (72) dan belanja hibah (56)) dan
jumiah seluruhnya dalam ribuan rupiah

[23] Diisidengan total pagu per jenis belanja (bunga utang; dalam negeri, luar negeri
{54), cicilan pokok utang; dalam negeri, luar negeri (72) dan belanja hibah (56))
dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah

{24] Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DIPA

[25] Diisi dengan jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)

[26] Diisi dengan nama pejabat penandatangan DIPA

[27] Diisi dengan NIP pejabat penandatangan DIPA
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5) Halaman II untuk Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman diisi
sebagai berikut:
( Contoh: 8)

[1a] Diisi dengan Tahun Anggaran

[1b] Diisi dengan Nomor SP DIPA

[2] Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama
Kementerian Negara/Lembaga

[3] Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi

[4] Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi

[5] Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker

[6]  Diisi dengan kode dan uraian kewenangan

7]  Diisi dengan nomor urut halaman

[8] Diisi dengan kode satker

[9] Diisi dengan uraian satker

[10] Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program

[11]) Diisi dengan uraian program

[12] Diisi dengan kode kegiatan

[13] Diisi dengan uraian kegiatan

[14] Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota

[15] Diisi dengan kode kegiatan dan kode output

{16] Diisi dengan uraian output

[17] Diisi dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN,
06=BLU, 07=5TM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL)

[18] Diisi dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN,
HLN, HLD, HLL)

[19] Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN)

[20] Diisi dengan cara penarikan (PP,PL,RK,LC)

[21] Diisi dengan nomor register untuk PHLN

{22] Diisi dengan pagu per jenis belanja (investasi pemerintah; dalam negeri, luar
negeri dan penyertaan modal negara (72), dan penerusan pinjaman (72)) dan
jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah

[23] Diisi dengan total pagu per jenis belanja (investasi pemerintah; dalam negeri, luar
negeri dan penyertaan modal negara (72), dan penerusan pinjaman (72)) dan
jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah

[24] Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DIPA

[25) Diisi dengan jabatan penandatangan DIFA (PA/KPA)

[26] Diisi dengan nama pejabat penandatangan DIPA

[27] Diisi dengan NIP pejabat penandatangan DIPA

Pengisian Halaman III (Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan)

Halaman III merupakan rencana penarikan dana oleh masing-masing satker
sampai dengan jenis belanja serta rencana penerimaan perpajakan/bea dan
cukai, hibah, PNBP dan penerimaan pembiayaan yang menjadi tanggung
jawab masing-masing satker.

1. Halaman III untuk DIPA K/L diisi sebagai berikut:
(Contoh:9)

{1a]

Diisi dengan Tahun Anggaran
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Diisi dengan Nomor SP” DIPA
Diisi dengan kode Kementerian Negara/lLembaga diikuti dengan urajan nama
Kementerian Negara/Lembaga
Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi
Diisi dengan kode provinsi ditkuti dengan uraian provinsi
Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker
Diisi dengan nomor urut halaman
Diist dengan kode satker diikuti dengan uraian satker (dimungkinkan satu DIPA
memuat beberapa satker)
Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan
Diisi dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang
bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumlah seluruhnya dalam
ribuan rupiah
Diisi dengan jumlah uang prakiraan penerimaan sesuai bulan yang bersangkutan
yang dirinci:
- Penerimaan Perpajakan (khusus satker dibawah Ditjen Pajak);
- Penerimaan Bea dan cukai (khusus satker dibawah Ditjen Bea dan Cukai);
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Penerimaan Hibah
- Penerimaan Pembiayaan
Diist dengan tempat dan tanggal penetapan DIPA
Diisi dengan nama jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)
Diisi dengan nama pejabat penandatangan DIPA .
Diisi dengan NIP pejabat penandatangan DIPA

2. Halaman IIT untuk DIPA BLU diisi sebagai berikut:
( Contoh :10)

(1a]
(1b]
(2]

(3]
[4]
(5]
(6]
(7]
(8]

(9]

[10]

f11]

f12]
(13]
(14]

Diisi dengan Tahun Anggaran

Diisi dengan Nomor SP DIPA

Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama
Kementerian Negara/Lembaga

Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisast

Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi

Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker

Diisi dengan nomor urut halaman

Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker

Diisi dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang
bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumiah seluruhnya dalam
ribuan rupiah

Diisi dengan jumlah penggunaan langsung dana PNBP-BLU yang akan
digunakan langsung sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis
belanja dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah

Diisi dengan jumlah penarikan PNBP yang disetor ke kas negara sesuai bulan
yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumlah seluruhnya dalam
ribuan rupiah

Diisi dengan jumlah uang perkiraan penerimaan sesuai bulan yang bersangkutan
dan jumlah seluruhnya yang dirinci :

- Penerimaan PNBP yang disetor ke kas negara

- Penerimaan PNBP yang digunakan langsung

Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DIPA

Diisi dengan nama jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)

Diisi dengan nama pejabat penandatangan DIPA
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Diisi dengan NIP pejabat penandatangan DIPA

3. Halaman III untuk DIPA Transfer ke daerah diisi sebagai berikut:
( Contoh:11)

(1a]
[1b]
(2l

3]
[4]
[5]
[6]
7]

(8]

[9]
(10]

[11]
[12)
[13]
[14]

Diisi dengan Tahun Anggaran

Diisi dengan Nomor 5P DIPA

Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama
Kementerian Negara/Lembaga

Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi

Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi

Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker

Diisi dengan nomor urut halaman

Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker (dimungkinkan satu DIPA
memuat beberapa satker)

Diisi dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang
bersangkutan yang dirinci per uraian jenis dana transfer ke daerah dan jumlah
seluruhnya dalam ribuan rupiah

Diisi dengan kode dan uraian kegiatan

Diisi dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang
bersangkutan yang dirinci per uraian jenis dana fransfer ke daerah dan jumlah
seluruhnya dalam ribuan rupiah

Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DIPA

Diist dengan nama jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)
Diisi dengan nama pejabat penandatangan DIPA

Diisi dengan NIP pejabat penandatangan DIPA

d. Pengisian Halaman IV (Catatan)

Halaman IV merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh satker dalam
melaksanakan DIPA.

a) Halaman IV diisi sebagai berikut :
( Contoh:12)

[1a]
[1b}
2]

[3]
[4]
(5}
(6]
[7]
8]
9]
(10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15}

Diisi dengan Tahun Anggaran

Diisi dengan Nomor SP DIPA

Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama
Kementerian Negara/Lembaga

Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi

Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi

Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker

Diisi dengan nomor urut halaman

Diisi dengan kode satker (dimungkinkan satu DIPA memuat beberapa satker)
Diisi dengan uraian satker

Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program
Diisi dengan uraian program

Diisi dengan kode kegiatan

Diisi dengan uraian kegiatan

Diisi dengan kode kegiatan dan output

Diisi dengan uraian output

Diisi dengan kode akun belanja yang alokasi anggarannya merupakan batas
tertinggi dalam satu tahun anggaran yaitu
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(7]

[18]
[19]
(20]
[21]
[22]
(23]
[24]
[25]
[26]

[27]
(28]
(29]
(30]
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akun belanja uang makan PNS (511129), uang lembur (512211), vakasi (512311),

tunjangan profesi guru (511152), tunjangan profesi desen (511153) dan tunjangan

kehormatan profesor (511154).

Diisi dengan uraian akun belanja uang makan PNS, uang lembur, vakasi,

tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan

profesor

Diisi dengan pagu dana akun belanja uang lembur, vakasi, tunjangan profesi

guru, tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor

Diisi dengan kode kegiatan

Diisi dengan uraian kegiatan

Diisi dengan kode kegiatan dan output

Diisi dengan uraian output

Diisi dengan kode akun yang diblokir/tunggakan/diberi catatan khusus

Diisi dengan urajan akun yang diblokir/ tunggakan/ diberi catatan khusus

Diisi dengan keterangan, contoh : “diblokir sebesar”

Diisi dengan jumlah dana akun yang diblokir/ tunggakan/ diberi catatan khusus

Diisi dengan keterangan blokir

- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetu]uan Direktur
Jenderal Anggaran ; atau

- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur
Jenderal Perbendaharaan ; atau

- Disposisi ; Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DIPA

Diisi dengan nama jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)

Diisi dengan nama pejabat penandatangan DIPA

Diisi dengan NIP pejabat penandatangan DIFA

b) Halaman IV untuk DIPA Transfer ke Daerah diisi sebagai berikut:
( Contoh:13)

[ia]
[1b]
(2]

(3]
[4]
5)
(6]
7
[8]
[°]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
(15]
[16]
17]
(18]
[19]

Diisi dengan Tahun Anggaran

Diisi dengan Nomor SP DIPA :

Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga ditkuli dengan uraian nama
Kementerian Negara/Lembaga

Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Orgamsa51
Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi

Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker

Diisi dengan nomor urut halaman

Diisi dengan kode satker (dimungkinkan satu DIPA memuat beberapa satker)
Diisi dengan uraian satker

Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program
Diisi dengan uraian program

Diisi dengan kode kegiatan

Diisi dengan urajan kegiatan

Diisi dengan kode transfer dana bagi hasil

Diisi dengan uraian transfer dana bagi hasil

Diisi dengan jumlah pagu transfer dana bagi hasil

Diisi dengan kode akun transfer dana bagi hasil

Diisi dengan uraian transfer dana bagi hasil

Diisi dengan pagu akun transfer dana bagi hasil

Diisi dengan kode kegiatan dan output
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[20] Diisi dengan uraian output

[21] Diisi dengan kede provinsi, kabupaten/kota dan kode khusus kabupaten/kota
[22] Diisi dengan uraian kabupaten/kota

[23] Diisi dengan kode kantor bayar

[24] Diisi dengan kode akun transfer daerah

[25] Diisi dengan uraian akun transfer daerah

[26] Diisi dengan pagu akun transfer daerah

(27] Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DIPA

[28] Diisi dengan nama jabatan penandatangan DIPA {(PA/KPA)
[29] Diisi dengan nama pejabat penandatangan DIPA

[30] Diisi dengan NIP pejabat penandatangan DIPA

B. TATA CARA PENGISIAN DAFTAR NOMINATIF ANGGARAN (DNA)

1. PENGISIAN SURAT PENGESAHAN DNA

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DNA.
Cara pengisian SP DNA sebagai berikut:
( Contoh:14)
{11  Diisi dengan Tahun Anggaran
[2] Diisi dengan kode lokasi provinsi ditkuti dengan uraian provinsi
[3] Diisi dengan nomor SP DN A dengan ketentuan sebagai berikut
AA Kode Lokasi
BBE  Kode Kementerian Negara/Lembaga
CC Kode Unit Organisasi
20XX Tahun Anggaran
[4] Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian
Negara/Lembaga.
[5] Diisi dengan kode Unit Organisasi diitkuti dengan uraian Unit Organisasi
[6] Diisi dengan jumlah pagu DNA
[7]  Diisi dengan jumlah pagu untuk Kewenangan Kantor Pusat
[8] Diisi dengan jumlah pagu untuk Kewenangan Kantor Daerah
[?] Diisi dengan jumlah pagu untuk Kewenangan Dekonsentrasi
[10] Diisi dengan jumlah pagu untuk Kewenangan Tugas Pembantuan
[11] Diisi dengan jumlah pagu untuk Kewenangan Urusan Bersama
[12] Diisi Nomor Surat Pengesahan RKA-KL dari Ditjen Anggaran
{13] Diisi tempat dan tanggal pengesahan SP DNA
{14] Diisi dengan nama pejabat penandatangan DNA
[15] Diisi dengan NIP pejabat penandatangan DNA

Halaman ini ditandatangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran u.b. Direktur
Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.

2. PENGISIAN LAMPIRAN DNA
Halaman ini diisi dengan informasi dari seluruh satker dalam satu Unit Organisasi
dan satu Provinsi yang dirinci per Jenis Belanja, Target Pendapatan serta jumlah
dana yang diblokir.
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Lampiran diisi sebagai berikut:
(Contoh:15)

[1]
(2]
3]
[4]
[5]
[6]
[7]
(8]
(9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

Diisi dengan Nama Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Diisi dengan nomor SP DNA

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pengesahan DNA

Diisi dengan kode dan uraian Kementerian Negara/Lembaga

Diist dengan kode dan uraian Unit Organisasi

Diisi dengan kode dan uraian provinsi

Diisi dengan urutan halaman untuk Lampiran

Diisi dengan nomor urut setiap satker

Diisi dengan kode kewenangan, satker, bagian anggaran, unit organisasi dan program
Diisi dengan uraian kewenangan, satker, dan program

Diisi dengan alokasi anggaran per jenis belanja dirinci per satker beserta jumlah seluruhnya
Diisi dengan target penerimaan perpajakan

Diisi dengan target penerimaan PNBP

Diisi dengan jumlah dana yang diblokir

C. TATA CARA PENGISIAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK)
Diisi sebagai berikut:

(Contoh : 16)

Halaman ini berisi informasi mengenai rincian kegiatan/belanja pada setiap satker.
Pada Aplikasi POK pengisian data dilakukan mengikuti prinsip single entry, baik secara
otomatis maupun manual karena sudah terintegrasi dengan aplikasi RKAKL-DIPA,

Data yang diperoleh secara otomatis adalah data yang sudah tersedia melalui aplikasi
RKAKL-DIPA, data tersebut adalah:

[1]
[2]
3]

(4]
[5]
[6)
[7]
(8]

[9]
(10}
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[21]
(22]

Diist dengan Tahun Anggaran

Diist dengan Nomor SP DIPA

Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program
ditkuti dengan uraian program

Diisi dengan kode dan uraian kegiatan

Diisi dengan kode dan uraian lokasi kabupaten/ kota

Diisi dengan uraian Indikator Kinerja Kegiatan

Diisi dengan kode kegiatan, Output diikuti dengan uraian Output

Diisi dengan kode kegiatan, Output dan Sub Output diikuti dengari uraian Sub
Output

Diisi dengan kode dan uraian Komponen Input

Diisi dengan kode dan uraian Sub Komponen Input

Diisi dengan kode dan uraian Akun

Diisi dengan kode dan nama KPPN

Diisi dengan volume setiap rincian belanja

Diisi dengan harga satuan setiap rincian belanja

Diisi dengan jumlah biaya dengan rumus = (Harga Satuan x Volume)

Diisi dengan Sumber Dana / Cara Penarikan (RM;RMP;PHLN;PNBP / PP;PLRK;LC)
Diisi dengan kode kewenangan (KP, KD, DK, TP atau UB)

Diist dengan jumlah perkiraan sisa dana yang tidak dapat ditarik

Diisi dengan total kebutuhan dana untuk bulan januari sampai dengan desember yang
dirinci berdasarkan program, kegiatan, output, sub output, komponen input, sub
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SURAT PENGESAHAN DAFTAR I1SIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)
NOMOR : aaaathbbb-cc.d.eelff/20XX (1b)

Contoh : 1

Dasar !

1. YU Ne. 17 Tahun 2003 fentang Keuangan Negara

2. UU No. 1 Tahun 2004 {entang Perbendaharaan Negara

3. UU No. oo Tahun xox tentang APBN TA oo {2) dan perubahannya

4. Keputusan Presiden tenlang Rincian ABPP Tahun .......... dan ONA 5000000000 (3)
5. Dasar kain (4)

Dengan ini disahkan Alckasi Anggaran :

1. Kementerian Negara/ Lembaga 0.0 4] OOV (5)

2. Unit Crganisasi B & 4] X000 OCOOROO0ONNN (6}

3. Provins D) HOOOCOTOCOCOOTAOCCON (7)

4, Kode/Nama Satker TOPOOOOGKE  XIOCCHOOOCOOOOOIINXK. (B)
a Status BLY : (Peruh){Bertahap} (8) dengan perseniase penggunaan langsung PNBF sebesar xx% (10}
b. Besaran Persentase Ambang Batas : (o} % dar PNBP (11)

Sebesar : Rp. 999.999.999.929  [**"200000X XIOOOCCOXX JOOOLGOCOUO0™ } (12}

Unluk kegiatan-kegiatan sebagai berikud ©
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi ©

XX YOCODCOCOCCCOCOAOCOCORRVO000000CONX {13)
XX XX JOOOTOAIIOCHOOOCRCHOCODCCOOOCCONXXK. {14)
. Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
JOOKXAK0C 200000000OGCOUOOOOOOIOCCTOROIOCOOX. (15} Rip 999.5899.999 899
FOX JOOOCTI I IH XK XXX IOCOOII IGO0 (16) Rp 998.989,999.999

Sumber Dana Berasal ;

1. Rupiah Mumi Rp. 999,999,559 995 (18) 4. Pinjaman/Hiban Dalam Negeri
2. PNBP Rp. §98.999.959.999 {19) - Pinjaman Dalarn Negeri
- PNBP TA Berjalan Rp. 995.999.998.999 (20) - Hibah Calam Negeri
- Penggunaar Sakdo Awal BLU Rp. 999,995 999,999 (21) 5. Hibah Langsung
3. PinjamanvHibah Luar Negeri Rp. 899.959.899 999 (221 - Hibah Luar Negeri Langsung
- Pinjaman Luar Negern Rp. 999.999.999.993 (23) - Hibah Dalam Negen Langsung
- Hibah Luar Negeri Rp. 959,999.999.999 (24}
Pencairan dana dilakukan melalui :
1. XOOOCCAQCCACOOOONK  (31) GO0) (32) Rp. 4$99.995 589,959 (33) 3.
2 4.

Surat Pengesahan ini beraku sebagai dasar pencairarvpengesahan bag: Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

000K XOOO0T0K XRAOCOOT0N XK XOGOOBO0000K XRHOB00C o0 {34)

Setiap pejabat diarang meiakukan tindakan yang berakibat pengeiuaran atas beban APBN jika anggaran uniuk membiayai pengeiuaran lersabut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

DiP4 ini beraku sejak tanggal § Januari 20XX (35} sampai dengan 31 Desember 20XX  (35)
————

} (17)

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

999 659 599,999
999.999.999.599
999 §99.959.99%
$99.999.999.999
999 596 999.59%
999.599,999.999

(25)
(26}
(27
28)
(29)
(30}

WOROVENK, 3K OR000F00ICCNK 2000t (36}
A.N. MENTERI KEUANGAN RI
DIREKTUR IENDERAL PERBENDAHARAAN/

KEPALA KANWIL DITIEN PBN PROVINSI X0000000000K (37)

NIP000CO0COOOCOMO000C (39}



Kementerian Negara/lembaga

Unit Organisasi
Provinsi
KodefNama Satker

tnformasi BLU :
Status BLU

(0]
H{XX)
R

1.
2. Besaran Persentase Ambang Batas

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)
NOMOR : aaaalbbb-ce.d.ee/fff20XX (1b)
A UMUM

T XCOOOOCOOCEACOO0OONGO000X (2)
JOOOCOCOCOCOCO0OOCO0BOOOTOCNNX (3)
JOOOOORCXIAI XA PRI AN XXX KK, (4)
HOOOORHRRIH A F I K AKX HAHHHKX, (5)

Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
Pejabat Penandatangan SPM

- (Penuh)/(Bertahap) (9} dengan persentase penggunaan langsung PNBP sebesar xx% (10)
1t % (1) dani PNBP

Contoh : 2

1 ROLOODOCOCCOOCULOCCO00N (6]
- ROX00COUCOO0UO00CCACCONCEON (T}
1 X000O00OCODOOXCON00VCHNX (B)

3. Saldo Awal Xas BLU
4. Saldo Akhir Kas BLU

 Rp 992.999.999 (12)
- Rp 909,969,699 (13)

Halaman : I Axx (14)

1. Fungsi (15) L XX BEr R eete by ivartirtt st e bbi i bt isiaiertr oo et ot btorsor s st osess sttt ssssssterrsesss Rp. 999.999.999.999.999.999 {16)
Sub Fungsi (17) { XK OO OO0 X OO0 OUCOCUOCO KX XIRNX Rp. 999.059.995.995.059.939 }13)
Sub Fungsi TLXX OO0 O DX 00, 00T OUUOEOGO0DNK KOO CROOCXKION Rp. 999.949 599996 959 999
Fungsi XX TRO0COOCOOOCKIIR XXX XXX N00COLROOOOOOCOODEKICOKXNIHHXKXA Rp. 999.959.990.99¢.559 999
Sub Fungsi { XXX J000000GX 000X OCU XK OO KICUOUCO0CUOOUEOOUUOONONOONOCONGUDO0OUNK Rp. 999.949.999.969 949999 }
Sub Fungsi XA XXC00000COGOOTO0CU, KICUUCCOCOUOUUUROCOOCOUOCOCOUIOUUUOCOOO OGO Rp. 999.999.999.969.299.999

2. Program T 00K XX. XX XO0GKX XOC OGO OOCDOOCUGO KO X KIOU0000KEO00GOCUII0O000Ce000Coos (19) Rp. 999.999.999,999 995,999 (20)
Hasil (Cutcome) XXOUOOO0CCRONOCOOOUCN0COD0NONCO00NHUXIOGI000NNCKKICUNOOCO0OCCHI00000x. (21)

KU Program R X XROUOOUOO0CCUOCHCOODUNN00O0CO0CNNONLGANCCHOCUCONCONUNCOCUC000N. (22)
OO0 KI00CUOOCOU U X KNGO COUNNCONUO0CCOXICONOMNONRK

Kegiatan 0 (23) XROD0COOOU0CU000CURICIDOGOUOCHVDGHUOUOCHC000O0NINI00000X  (24) Rp. 999.999.999.999.999.984 (25)
Indikator Kineria Kegiatan 1. X0000C000CEUUNOOCCONONO0CCCCUOOCUOOGCINNUDNOUOINOI000DOCOONM

2. OO0 OCCXOCOOGUOOUOOOO0OUOGOOX UGN X EOTOO00U0MKICKX }(25)
Keluaran {Output) 1. 00XI000 RX00UO00CUOGOUCE0D0C0CCO0COUNOON00RUX XN 999.999,99 xooox Rp. 999.999.599.999,996,999

(27) 20000 100000U00ECEO0CeCOMO0UO0NCTOD0TUR0NNLO0INNOC }(28) (29 { 995.999,99 xo000( {30} Rp. 999.99%.999.999.999.999 }(31]
3. 3000000 I00000000000NN0GHO0OCONNNE0R0COOCCCOO0GONUUNNU, §49.999,99 0000 Rp. $99.956.999 998 999 999
K0O0U00001, XX o (32)

SRR K & ||

h
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DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)
NOMOR : aaza/bbb-cc.d.ee/fil20XX {1b)

Contoh: 3

| B. UMUM
Kementerian Negara /Lembaga T (XO05) KOO XAANK (2) Halaman : 1B.xx (6]
Unit Organisasi 55.54] HHOOCHOKHOOCOOCIOOHIOOHXICOK (3)
Provinsi 1 X) HRORIALHIAKH I HRIKKI KA AKX (4)
Kode/Nama Satker T (XCRXXXX) ORI KR HHRRHAKHK L XA AIIOOAAKXNKX (5)
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 20XX . Rp. 980999999999999 (7) Ket: a. Pinjaman Luar Negen {1) Valuta Asing : Kode Mata Uang (13) 999999998999 (14) Rp. 999999999999999 (15)

1. Rupiah Murni

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negen
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
5. Hibah Langsung

2. Rincian Pinjaman/Hibah :

:Rp. 999999999999999 (8)

‘Rp.  999999999999999 (9)

o

I Rp. 999999999998999 (10)

:Rp. 999999999999999 (11)
:Rp. 999990999999999 (12)

Qo

. Hibah Luar Negen

. Pinjaman Dalam Negeri

. Hibah Dalam Negeri

. Hibzh Luar Negeri Langsung
Hibah Dalam Negeri Langsung

{2) RPLN
(1) Valuta Asing
{2) RHLN

: Kode Mata Uang (16)
: Kode Mata Uang (19)
: Kode Mata Uang (22)

IDR
DR
DR
IDR

{dalam ribuan)

SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH
No. NPP/H per Tahun

Na. No.Register

1. Pinjaman Luar Negeri

Pagu
Tahun
Ini

RINCIAN DANA BERDASARKAN
CARA PENARIKAN

DANA PENDAMPING

2. Hibah Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
3. Pinjaman Dalam Negert 2) Ekuivalen USD 2) PL
4. Hibah Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4) LC
8) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp Rp.LN Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(29) (30) (31 (32 (33) (34) (35 (36) (37 (38)

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman danfatau Hibah

999999999939 (17)
999999999999 (20)
999999999999 (23)
999999999999 (25)
999999999999 (26)
999999990999 (27)
999999999999 (28)

Rp. 999999999999999 (18)
Rp. 999999993999999 (21)
Rp. 99995999999999% (24)



REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)
NOMOR : aaaa/bbb-cc.d.eefffi20XX (1b)

It. RINCIAN PENGELUARAN

Contoh : 4

(RIBUAN RUPIAH)
Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) FORH AKX IOCHIAH AKX, 2)
Unit Organisasi 100 2OOOICOCHICCHIOOEXX 3)
Provinsi LK) I I IR XK XK KKK KA K, (4)
Kode/Nama Satker T (OOOO0) 20O OO KX NX (5)
Kewenangan T (XX) HOCOOOOOOOOODOIOKX (6) Halaman : itxx (7)
BELANJA
Kode Uraian Satker/Program/Kegiatan/Output/Sumber Dana JUMLAH SELURUH ng’:ﬁ" Car;z:i:?:;kam
PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL LAIN-LAIN
[51] [52] [53) [57] {58}
1 2 3 4 5 6 7 & 9 10
JOXXK (8) XXOOOOTOXOHOCOCOOOCOK. {9} 999.995.999,995 999,999 959,989 999.999.999 999 999.999.499,999 999.999.999.999 999,999,959 999
XXX XK XX {10) KRXOOOOCOOICDOTOOCKIXONNX {11) 999.999,999,999 999.984.999,999 999.999.999.99% 999,999,999,999 999.999.998.999 999.949.999,999
XXXX (12} SOOOCOBCOOCKITEIXICCOOOOOKNNK, (13) §99.999.995.999 999.999.999.959 595909999999 999.999.999.999 999,999,999, 999 999.999.999.899 | X00XX
4
JOORNXKX (15) XXOOOCOOOOOOOOCHICCOOCOOOKEX. (16) 909,999,999 989 999.999.999.999 999,999,998 999 $99.999.959.999 999.992.999.999 999.999.999.599
XK1 KR XA (18} 999999999 999 992,999,999 999 999.999,99g 939 999.999.999.999 999.999.999.099 999.999.909.999 | XX (1D | XX 20000000
S - (20) (21}
~T
(22)
(23)
il N

JUMLAH

955.999,999,999

.
999.999.999,999 |

.
999.959,999.999 |

)
959,9985,999.999

.
999.999.999.999 |

995.999.999.999

JCOOGOOKX, XX X0RAODCOO00C0N oK (24}

(25

{26)
m




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Contoh : 6

TAHUN ANGGARAN 20XX {1a)
NOMOR : aaaafbbb-cc.d.eelffl20XX {1b)
Il. RINCIAN PENGELUARAN
_ (RIBUAN RUPIAH)
Kementerian Negara/Lembaga  : (XXX) HRIXOCOIHKIHHOOXKXIKKIIAXK (2)
Unit Organisasi (XX} HHRKKKHIOCKIIIKKIFOXNIKKKXKX (3)
Provinsi T (XX) P00V 060063000808 ¢00080 0080064 (4)
Kode/Nama Satker OOKXK) 3OO IOOCKK, {5}
Kewenangan L {XX) PRI I IR I A I A ICK, {6) Halaman : 1L (7)
BELANJA
Kode Uraian SatkerKegiatan/Output/Sumber Dana JUMLAH SELURUH Lﬁxﬁ" .Car?qzzi:?;kam
PEGAWAI BARANG MODAL SUBSIDI nggm"‘ LAIN-LAIN
[51} 52} [53] {55} (58]
{57
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11
SOOOUKX (B) XOOKXHXKIEHICOOKIHIOXAKKXK (9) 9.999,999.999 9.999.999.999 5.999.999.99% 9.089999.999 [ 9.599.999.999 9.939.999.999 9.999,999.95%
KK XK XX {10) RREKHXHKHIICKIX XK HRIKXKXKK (1) 9.999,999.999 9.999.999.999 9.999.999.999 9.099.999.999 9,994 999 989 9.899.999.999 9.959.999.999
XX {12) UK XAXHHHIOCOCOONXX {13) 9.999.989.999 | 9.999999,999| 9.999.999.999 9.999.999.999 | ©9.999.999.999 | 9.999.099.999 9.999.999.998 | XX XX
(14}
YOORK XXX (15) YA XXEACOOKXIMOOOOKX (16) 9.999.999 999 9.999.999,999 9,899,999 998 9,989,999 599 9,999.999.989 9.999.999.999 9.909,099.999
XX{17) FIRXKIKHIXXXXXK (18} 9,999,999 899 9993999 999 5,999 999 999 5399.995.999 | 9.899.999.989 9,998,999 899 5'996.089.999 | XOX{19) | XX XO00XX
20 2N
(22)
{23}
A
~ ] TN
I i —_ 1 . 1
JUMLAH 999.999.999 |  099.099.999 | 0999999899  999.099999]  900.999.999 |  999.999.999 | 999.999.999 I’J
{
HOOOD0000K, X XIOOOOH000000I0N 30X {24)
AN, coorereaecvar veeemeeeeeeassese s aveseriressees (25)
i . {26)
NIP. oo eemarcsomes e sesemsrssesrae e @n



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX {1a)

NOMOR : aaaa/bbb-cc.d.ee/fff20XX {1b)
It. RINCIAN PENGELUARAN

Contoh : 6

{RIBUAN RUPIAH}
Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) D OGO 0000080000000 000000008041 (2)
Unit Organisasi L {XX) JO GO ES IO 00000000880 080.60604 (3)
Provinsi  {(XX) PSSO 0000000000000 0000 000000 (4)
Kode/Nama Satker HEEOS OIS OO L s S0P 0000000000 000000¢801 (5)
Kewenangan T {XX) FOOXAIKARLIXXIHOIIUAKKIIAX XXX (B) Halaman : ll.o; (7)
TRANSFER KE DAERAH
Kode Uraian Satker/Program/Kegiatan/Qutput/Sumber Dana Dana Alokasi Dana Alokasi | 1, BagiHasi | D#naOtonomi | Dana Penyesuaian/ | jumiaH seLuryy | LOKASI | Cara Penarikany
Unmum Khusus n ; 151" s Khusus Penyeimbang KPPN Register
t61] 61] [ 162] 162]
1 2 3 4 5 3 7 8 9 10
HXXKXX. (B) JOOOOGCOHCOVCOODOOCOK (9) 999.999,999,999 999,999 999 999 995,999.999.999 999,999,999.999 999,999.999.999 999.999.999.999
OO XXX (10} I HIKRK XK KA HIKEXKIOXKXAXK (1) 999,999,999 ,999 999.999,999 999 999.999,999_999 999.999.999,999 999.999,999,99% 999,999,999_999
XXXX (12) XOOOCOOOOCCOOOOOIOCHKCK (13} 999.999.999,599 999.999,999.999 999,999,999,999 999.999.999,958 999.999,999,999 999.999.999.989 | XXX
(14)
YOO XXX (15) JXXOOOXOOOCOOOOCOOK. (16) 999.999.999.999 999.995.999.999 999 999 999 999 999.999.999,999 999 999 999 999 999.995.999 999
XX (17) FOOCIOOIKEXXKXK (18) 930.959,999.999 999.999.999,999 999,999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999,999.999 | XXX (19) XX 00000KK
-~ g {20} 21)
(22)
(23)
B S
il ] [ L l ] >
JUMLAH 999,999.955.955] 999.999,999,999 999.999.999.995 |  999.999.999 999 995.999.999,999 999.999.998,999
Y0COE0000CK, XX 0000COOCO00C00N 100X (24)
AN, e (25
{26)

2N




Contoh : 7
MENTER| KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)
NOMOR : azaalbbb-cc.d.eeffff20XX {1b)
II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)
Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) JOODIOOOOOHIODNK, (2)
Unit Organisasi L {XX) IO RAII I HHK (3)
Provinsi L (XX) KOOI IO NN, (4)
Kode/Nama Satker T RRO00O0G JOOOCOOOOOCKIOEOOOCOO00K (5)
Kewenangan T (XX) IR H R A AAX I AKX, (6) Halaman - lloo (7)
" Bunga Utang Cicilan Pokok Utang
i i Belanja Hibah LOKASI/ Cara Penarikan/
U E .
Kode raian Satker/Kegiatan/Output/Sumber Dana Datam Negeri Luar Negeri Dalam Negeri Luar Negeri 156] JUMLAH SELURUH KEPN Register
[54] [54) [72] (72
1 2 3 § 5 5 7 8 9 10
HOOHKXKX (B) XOOOOUXXIOBOOCHIOI X IIIOOX. (9} 999.999.999.999 999.999,999 999 999.959.999 999 999.999.999,999 999.999.998.999 999,999.999.999
XXX XX XX (10) OO IOV K {11} $99,995.999.999 999.999,999,998 989,999 989,999 999.999.999.989 9999499 9§9.999 999.999.999.999
XXXX (12) XXHHKHIOCHHKIIOXKIIIIOCH XK XIX (13) 999,998 ,999.959 999,599.999.999 999.999.999.988 999.999,999.999 999,989.999.999 999,999.989.999 | XXX
(14)
XXHKXHK (15) YOOHHOKXX IO IO KX IOCKXK (16) 990,999 909 999 999.999.999 999 999.999,999.999 999,999 099999 999.999,900.999 999 999,999,999
X (17 FORARKRHKXXRKIFXFX, (18) 999.999.999.909 999 999 009,999 999 999.909.999 999,999,999 999 989.999.990,999 909.999 999,999 | Y0019 | X0 X000
M - (20} (21}
(22)
23)
_— TN
JUMLAH 999.999.999.999 999.999.995.993 | 999.999.993.998 | 999.999.999.990 | 999.90%.999.999 | 999.959.999.99%

X0000000K, KX KI00CRAITICOX 3000¢  {24)

NIP. ......

(29




REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

l. RINCIAN PENGELUARAN

NOMOR : aaaa/bbb-cc.d.eelfff20XX (1b)

Contoh : 8

(RIBUAN RUP1AH)
Kementerian Negara/Lembaga  : (XXX} L0 L0000 00000808 0006808000.4 {2)
Unit Qrganisast T {(XX) OO OO HOOK (3
Provinsi T (XX) 200G OOCCICOOOOCOHX 4)
Kode/Nama Satker T {OOOK)  HOCK AR I XA (5)
Kewenangan T (X)) PO 0G00I 000080008 000000 004464 (6} Halaman : llxx (7)
Investasi Pemerintah
. X Penerusan Pinjaman LOKASY Cara Penarikan/
Kod Uraian Satker/Kegiatan/Qutput/Sumber Dana JUMLAH SELURUH 8
¢ ° P Dalam Negeri Luar Negeri | Fenyertaan Modal (72 KPPN Register
172) (72 Negara
[72)
1 2 3 4 5 5 7 3 9
XXX {8} HIOOOXKRXHKIOCOOOOIIXXXNK, (3) $99,999,599.999 999.999,999,989 999.909.599.099 999.999.990,999 999.999.999,999
OO0 O0XX (10} HXRXVOKOOOCOOOCOTHEHINKXK (11) 999.999.999.999 999.993.999.999 999.999.999,999 999.999.999.99% 999,999.999.999
XXXX (12) X0 IICOOXKXOXKXXAXK (13} 999.999.994,999 999,999,599 999 999.999.999.999 999.999,999.999 999.999.999.999 | XX.XX
(14)
XXX XXX (15} JOOXOOCOOOCOOOOOOX (16) 999.999.999,599 999.999 999.999 909.999.999.99% 999.999.999,999 999,999,959 599
XX (17) IGOGOOEEEEOEOO ¢i8) 999.999.999.99% 999,999 989999 999.999.999 999 999.999.999.999 999.999.999.999 | X000 (19} { XX XXOOKXXX
~ _ (20) (21}
—
(22)
(23)
/-7 1 i 4 $ ——.\
JUMLAH 999.999.993.999 |  999.999 999 959 | sea900.990.08 | 999.999.999.999 | 999.999,999.999

FOCO00COLK, 00 XKOOCONCOOIO0CON 100CK  (24)

(26)
NP e @0

e



Contoh : 9

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)
NOMOR : aaaa/bbb-cc.d.eelfff20XX (1b)
lll. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga - OXX) FORACL AR IR K HAHIIIHXAXIIIHXNK (2)
Unit Grganisasi L (XX) KA R HCKHAKAIOIKIIINHXXKK (3)
Provinsi XXy SOOI IIIAHIICOIONXKKAKXIK, {4)
Kode/Nama Satker 1 POOORXX)  XHXIOOORTOOCKIIKHKIOOOOKHIAKK, (5) Halaman : llLxx (6)
{ datam ribuan rupiah
NOi KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN Juralah
Januati Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 1 12 13 194 15 16
1. | foooos) | oooouooacooooxoons (7)
Rencana Penarikan Dana 999.999.099 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.099.999 | 999.999.099 | 999.999.959 | 999.499.509 | 999.899.96D | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.959.9%9
51 Belanja Pegawal 998.993.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 { 999.999.999 | 999.599.999 | 999.999.999 | 999.988.999 | 999.999.999 | 999.959.999 | 999.999.999 | 999.999.999
52 Belarja Barang 999.999.999 | 999.999.999 | 999.099.999 | 099.990.099 | 590.999.999 | 999.999.995 | 999.999.909 | 999.999.999 | 998.999.999 | 999.999.999 | $995.959.999 | 999,299,989 | 999.999.999
53 Belanja Modal 999.999.999 | 999999999 { 999.999.999 | 999.099.998 | 999.999.599 | 999.999.999 ] 999.999.930 | 999.990.900 | 999.099.999 | 999.990.999 | 999.599.999 | 999.999.999 | 999.999.999
57 Belanja Bantuan Sostal 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.599.998 | 999.999.599 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.989 { 999.099.999 | 999.999.999 | 999.999.999
XXX KNK00UXOCXXNKK {8) 939.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.39¢ | 996.999.999 | 999.999.999  999.999.999 | 995.999.995 | 959.999.999 | 995,999,999 | $99.993.999 | 998.932.9%9 | §99.999 995
51 Belanja Pegawa 999.999.995 | 999.999.999 | 939.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 993.999.999 | 999999.999 | 999.999.999 | 999.999.999
52 Belanja Barang 999.999.999 | 999.999.999 | 999.998.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 990.999.999 { 999.999.999 | 999.999.999 | 399.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.599
53 Belanja Modal 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | ©99.990.999 | 999.999.999 [ 999.999,999 | 999.999.999 | 999.909.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.899.998
57 Belanja Bantuan Sosial 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.099 | 999.999.999 | 999.990.990  ¥99.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999
Ty
@
Perkiraan Penesimaan 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 599.999.999 | 099,999.999 | 999.993.990 | 999.999.990 | 999.099.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 959.999.999 | 999.999.999
- Perpajakan §99.909.999 | 999.999.099 | 999,999.999 | 999.993.909 | 999.999.000 ( 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.099 | 999.999.999 | 999.999.999 { 989.990.098 | 999.839.999 | 999.999.9%9
-Bea Cukai 999.999.999 | 999.009.998 | 999.908.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 § 949.999.99) | 939.999.990 | 099.999.999 | 995.999.999 | 5999.999.999 | 999.599.9%3
- PNBF 999.999.990 | 999999999 | 999.599.999 | 999.999.99 | 0999.999.999 | 999.990.999 | 990.999.999 | 999.998.909 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.995.999 | 599.999.999 | 899.559.999
- Hibah 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 990.999.899 | 999.999.900 | 999.999.999 | 999.999.999 | 993.999.999 | 999.999.999 [ 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999
- Penerimaan Pemblayaan 998.999.999 | 999.899.939 | 999.999.990 | 999.999.999 | 999.990.999 | 999.993.999 | 999.999.999 | $99.999.999 | 099.999.999 | 999.999.999 | 999.999.099 | 999.999.99% | 999.999.999
Ne— _
{10)

X000CO00KK, XX X00000CAA0000 100X {11)
AN (12

..... (3

mo ray




Contoh : 10

REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX (12)
NOMDR : aaaa/bbb-cc.d.eefffl20XX {1b)
IIl. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kemenlenan NegaralLembaga XXXy XK HHOOOOOOCOCOOCOOO ()
uUnit Organisasi 1 {00 HOCKAIE IO A XA HIHIOAOCHHKK (3)
Provinsi LXK} SR HHIIHIICEIIIRII IR HHOOCK, {4}
Kode/Nama Satker 2 OROOEK) XA HIX AR KOOI KKK A {5) Hataman ; ll.xx (5)
( dalam nibuan rupish )
NC| KODEMNAMA SATKER/MURAIAN PENERIMAAN DAN RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN Jumlah
PENGELUARAN Januarn Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agusids September Okjober Hopember Desember
1 1 3 3 4 5 6 i B 9 10 11 12 13 14
1. (899993 xosooooaseonoox (7}
Penarikan Dana - APBN 599.595.993 | 999.999.999 959.959.999 $99.989.999 | 999.989.999 | 999.959.999 | 990.999.999 | 959.995.999 | 658.959.000 | 990.990.939 | 999.999.955 | 999.999.999 | 998.999.859
- Belanjs Pegawai (51 $99.959.999 | 999.999.9%9 959.999,939 $99.999.899 | 899.399.989 { 499.099.999 | ©99.999,939 | 999599.09% [ 999.999.595 | $99.999.939 | 990.999.998 | 090.599.090 | 995.959.599
- Belanja Barang (52) §59.990.999 | $95.999,993 599.999.989 $99.598.099 | 999.999.999 | 959.090.999 | 099.9990.999 | 990.999.999 | 999.999.999 | 999.999,999 | 999999959 | 999.999.555 | 998995000
- Belanja Modal (53) 999.995.399 | 899399999 | 995.999.999 999.999.999 | 999.990.999 | 999.999.099 | 999,099.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | $99.899.999 | 599.999.959 | 999.999.999 | 999.998.599
®
Penggunaan Langsung Dana PNBP- BLU 999.999.959 | 998.999.999 999.959.9%9 §98.999.999 | 999.999.959 | 999.599.999 | 950.999.993 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.959.995 | 989.999.969 | $95.999.959
- Belanja Barang (52) 990.899.959 | 995099959 | 999.989.9%9 939.989.999 | 995.995.959 | 999.999.999 | 899.599.999 | 999.959.999 [ 980.999.059 | 499.090.990 | 999.0999.995 | 999.999.060 | $99.909.999
- Belanja Modal {53)
)
Penarikan PNBP yang disetor ke Kas Negara 999.959.999 | 999.999.939 999.990.399 §99.598.999 | 939.999.999 ( 999.899.999 | 999.959.0%9 | 999.999.999 | 999.999.999 | 298.999999 | 999.999.995 | 995.995.999 | 999.999.999
- Belanja Barang (52) 999.999.999 | 999.999.999 999.993.933 959.999.99% © §99.609.995 | 999.860.999 ] 999.959.999 | $99.999.9%9 | 999.999.99% | 995.999.950 | 990.939.595 | 959.999.995 | 959.399.999
- Belanja Modal (53) 099.999.999 | 999950 593 499.999.999 999.999.999 | 959.959.999 | 999.599.899 | 999.950.999 | 999.999.999 | 999.999.990 | 999999999 | 999.999.99% | ©99.998.99% | 599.899.098
S—
(10
Perkiraan/Target Penerimaan 959.399.999 | 999.999.989 999,599 999 599.990.099 | 999.969.999 | 999.899.099 | 995.959.959 | 999.099.999 | ©999.959.990 | 990.099.999 | 999.5%9.509 | 999.995.989 | 999.999.599
- PNBP 929,999,999 | 999.999.999 999.595.939 999.999.999 | 999.959.999 | $99.990.999 | 999.999.550 | $99.999.999 | 999.999.950 | 999.999.999 | 999.899.593 | $95.995.899 | 999.959.589
- yang disetor (OCO0C) §59.995.999 | 999.989859 999.599.999 §99.999.899 | 939.993.995 | 999.899.999 | $99.099.059 | 999.895.999 | 999.999.995 | 0999.960.999 | 999.999.9¢9 | 599.995.989 | 999.993.999
- yang digunakan Iangsung [XXCOOX) 959.999.999 | $99.999.599 999.998.999 $99.999.999 | 8999.999.090 | 499.099989 | 999.099.999 | 999.993.999 | 999.999.995 | 999.999.939 | 999.899.060 [ ©99.999.999 | 995.959.9¢0
[ T T T Twe [ T [ T T ]




Kementerian NegarafLembaga
Unit Organisasi

Provinsi

Kode/Nama Satker

L XX)
L (XX)
L (XX

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : aaaafbbb-cc.d.eeffff20XX (1b)

ill. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

PO IO (2}
ORI IOIOA IO OKHNK (3)
XA AILICKAEACNINK, (4)
7 (OO XIOOIIOOCIAAIHKXIOD (5}

Contoh : 11

Halaman : oo (6}

_( dafam ripuan rupiah )
ND{ KODE URAJAN SATKER RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN Jurlah
Januari Pebruari faret April Mei Juni Juli Agusfus September Oktober Nopember Desember
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. | {oovont) Poooocouoocoocoooc {7}
611 Dana Bagi Hasil 999.993.999 | 999.999.309 | 999.993.099 | 999.999.099 | 998.399.999 { 999.999.899 | 999.999.999 | 999.990.999 | 999.999.999 | 995.999.999 | 999.999.999 } 999.999.999 | 999.999.999
612 Dana Alokasi Umum 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.939 | 999.993.999 | 999.999.999 | 999.999.999 1 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.998 | 999.999.9%9
613 Dana Alokasi Khusus 999.999.999 | 999.999.999 | 933.999.993 [ 999.999.999 | 999.599.939 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.9%9
621 Dana Otsus 999.999.99% | 999.999.889 | 999.999.999 | 999.939.993 | 999.93%.999 | 999.999.999 | 999.999.099 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999999.999 | 999.999.999 | 969.999.999
622 Dana Penyesuaian 909.999.993 | 999.999.999 t 999.999.999 | 999.999.99% | 999.99%.999 | 999.999.999 | 999.999.959 | 999.999.999 | 999.959.999 | 999.999.999 | 999.999.993 | 999.993.999 | 999.999.999
S— I
T
(8)
XK [X000000000Ca000XK (9) 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.99% | 999.933.999 | 999.999.999 | 999.999.999 ;| 999.999.899 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.993 | 999.999.999
611 Dana Bagi Hasil 999.999.939 { 993.999.999 ; 999.999.999 | 999.993.999 | 999.999.999 | 999.999.99% | 999.995.999 | 999.993.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.993.999 | 999.999.99% | 999.999.999
612 Dana Alokasi Umum 999.999.999 | 999.999.3%9 | 999.999.999 | 999.959.999 | 999.999.999 { 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.99% | 999.999.999 } 999.999.999 | ©999.999.999 | 999.999.999
613 Dana Alokasi Khusus 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.99% | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.99¢ [ 999.999.999
621 Dana Otsus 999.699.999 | 599.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.992.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999
622 Dana Penyesuaian 999.999.999 | 999.999.999 ( 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.939.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.993 | 999.999.999 ) 999.999.999
\"‘—*;
"""
{10)




Contoh : 12

REPUBLIK iNDONESIA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)
NOMOCR : aaaa/bbb-cc.d.ee/fff20XX (1h)
W.CATATAN
Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) PO 008000000000 00 0000000000404 (2)
Unit Organisasi T (XX) KOOI IO HKIHKIHHNX (3)
Provinsi T (XX B 6490006000000 000000000004 (4}
Kode/Nama Satker 7 (OOOCKY XA I IR N A KRR H KKK (5) Halaman : IV.ox (6)
(dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KGDE URAIAN
KOO, (7 JEOOOODOOIOKOIOLINI AKX KAXK, (8)
KKK, KXY OO IO KKK I HHHAXXK (10)
XOOOX {11) PXOOOOCOOOKHN KK KAXOOCOHIKKIOOOOKX, (12)
K. XK (13| KOOOOIORIIHRIIIIAIKIIKKEKKXNKK (14)
JOUOKX. (115 JOOOODOIIIIIOHIIHIHKHIOOCNNXX, (16) Rp.  ©99.599.399 (17)
OOK, {1 83| OISOV A I RIS I AKX {19)
SO XA, (207 | XIS AU IHII LA A A IO N I I AANK, (21)
YOORXXX {22) XXXOOOOOOOOOOOCOTOOOOCOKICOHNX (23)
JOOOOBOOOEECTOCO00COCOO0CCOCOOO00OCICO0N (24) Rp  999.999.999 (25)
20C0OOCTTOCOOOCOOCOCHOOTOOODOOOOCTOHXX (26)

XO00COO0D, XX NHOCOOAOCO00XKXX X0t (27)

(28)

e (29)
e, (30)




MENTERI KEUANGAN
AEPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)
NOMOR : aaaalbbb-cc.d.eefffl20XX (1b)

Confoh : 13

W.CATATAN
Kementerian Negara/Lembaga  : (XXX) JORUIIRIHXIIA IR IO IHX KX KK XXX (2}
Unit Organisasi (X LRI I IA IR KX XK XRNI K KKK (3)
Provinsi T (XX) DRI XK IAX R RIS AKX, 4
Kode/Nama Satker RO XKIIIIIHAXH KX IHKI OO K (5) Halaman : Vxx {6)
(dalam ribuan rupiah}
KODE URAIAN KODE URAIAN
JOOKKX, (7 [OOSR KK IIKHIHKHIKKX KK, (8)
K X XX {9) | OCRTOCEXIOOKHKIK IO IOOCOOKXK (10§
JOOCK {31 POOCOKHIOROOKIKKIHKIHKIIOOKNIKOOHK (12)
00 (13 OOV OORIIIKIIONKHINHKKX, (14) Rp  999.999.99% (15)
XX (18] XHOVUOUKXIOCIIHOX IR IIIXIXAX, (17) Rp  999.999 999 (18}
K XXX {18 [ OO IXKIFIKIIORKKIKNIKKX (20}
Docxxocoxx] (21) XOCOOCXKHCCICCOO0O000xXX (22) (o) (23)
Rp  999.999.999 (26)

OO {24y KX H I KK F KR A F X AI KX HFXIIFIXK, (25)

WOO0000X, XX I00VCO000CHV0N 00X (27)

(29)
(39)




[ CONTOH14 |
MENTER] KEUANGAN
AEPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN R
DAFTAR NOMINATIF ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20XX
PROVINS] : ..oiviriiiiin e,
NOMOR : AA/BBB.CC/20XX
1. KEMENTERIAN NEGARAJLEMBAGA 1995} ..o e e
2, UNIT ORGANISASI S99 e
3. ALOKAS| ANGGARAN CRD. e
a. KANTOR PUSAT (KP) CRP. e e
b. KANTOR DAERAH (KD) CRP. e
¢. DEKONSENTRASI (DK) TR e
d. TUGAS PEMBANTUAN (TP} TRP. e e
e. URUSAN BERSAMA (UB) CRD. e
4. KODE/NAMA SATUAN KERJA : TERLAMPIR
5. KETENTUAN
a. DNA ini berdasarkan Surat Pengesahan RKA-KL No: .....................

b. DNA ini digunakan sebagai dasar pencocokan/penelitian data alokasi anggaran dalam-DIPA

(1)
(2)
(3)

(4)
(8)
(8)
@)
(8)
(9
(10
(11]

{(12)

c. DNA per satuan kerja (satker} dan Arsip Data Komputer erkait digunakan sebagai dasar pengesahan DIPA

di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendanharaan (Kanwil DJPBN).

Jakara, . ...coccieniereinnnaen, 20XX
AN. MENTERI KEUANGAN RI
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
U.B. DIREKTUR PELAKSANAAN ANGGARAN

(13}

(14)
(18l



KEMENTERIAN KEUANGAN R}

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH 15

DIREKTORAT JENDERAL PERSBENDAHARAAN Lampiran DNA
KANWIL DJIPEN PROVINSIXO000000X (1) Nomioe : ARA/BBB.CCR20XX (2}
Tanggal 1 XX XU X0 {3
Kementerian Negara/Lembaga © {999) X0 KX 4)
Unit Organisasi 1{99)  MOCKHXHAXAAOOONXX (5) Halaman : XX N
Provinsi {99y KIOORIHIK X AKX (6)
{Dalam Ribuan Rupiah)
Kewenangan, Satuan Kerja, dan Program Alokasi Anggaran Target Penerimaan
i Jumiah
NG Belanja { Belanja | Belanja Bzer:?umi Belarja Biokir
KODE Uraian Pegawai Barang Modal Sosiaal Lain-lain Jumiah Perpajakan PNBP
[51) [52) [53) (57} 58]
9
1 2 3 4 5 6 7 8 [445+6+7+8] 10 1"
KEW : 99 [Uraian Kewenangan X000
999 999999 |Uraian Satker XOOOOCOO00O 999999 | 999.999 | 999.999 | 999.999 | 999.999 | 999.999 999.999 999.999 999.999
999.99.99 [Uraian Program XXOXO00000K 999.999 |999.993 | 999.999 | 999999 | 999.999 [ 999.999 999.999 999.999 999.999
999.99.99 |Uraian Program XX X000 999.999 1 999.993 | 995.999 | 999.999 | 999.938 999.999 999,999 999.999 6956.999
\_Y_) \__Y___J\ \ N ] e — e —
(8) ) (10} (1) (12} {13) __(14)




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 20XX (1)

ljontoh: 16

-(22)

Satuan Kerja {00000)  XNOCDOOOONNE KL XXX {2)
Perhifungan TA 20xx Gara KESUTUHAN DANA
¥ Pengadaan/Pelaksanaan Perkirazn
KPIK
wo.|  Kode URAAN ; ig’ oK “:;":;’::: TOTAL
arga " ™ Non "
— Volume | 9 | Jumizh Biaya Kontraktual | " JaN FEB MRT APR ME| JUN SUL AGS sEP oKT NOV DES ditarik
1 2 3 4 s 3 T s 9 10 X 1z 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24
A oo XU RIHK KA { 3§ 999.999 | xoooox | §.%99.999,999 899.099.990) 996.949.004| 999.943 490| 900999 999! 990.999.999 539 999.099] 999.999.999) 999995 993] 599.999.990| 939.599.960] 099 999.904] 999.999.999| £99.999 099] 909 900 599] 999 999 653| 09 999 aea
1 oo SOOI AIOOOOHIEITEKEIOCIDK { 4 ) 1596998 | xouoox | 8.949.949.989 xx 993.990.899; 949,099.899; 989996 5¢3| $9¢.99¢ 993 009.995.999] §95.99¢.595| 959.995.59a] ooe v9v 99y 595,065.888| 985 599.299] 500 956 958| 595 699 555] £99.555.955] 595,955 669] 695.990.650] 539 909,900
(000 XRRKOUOKICIIOIOUOOU0E: { 5 )
OCOECXOCONCNCCN0COON0OLCO00K { 6 )
3 |oeom 0000 oo (1) 999,908 | xoxxx | 9.999.999.999 999.999.999] 999.999.909| 893.599.999| 999,999 .099| 999.999.999] 999.990.999( 099.999 999 995.999.699| 996.899.986| 989.990,995] 999.050.999] 959.999.908) 909.000.900( 990,990, 999| 099.999 9sa} 999 999,930
o000 w00 (9) 989.999 | xwooooe | 9.990.999999 99.599.069| 989.999.995| 999.999.999| 999.899.998[ 999.999.960| 994.999.999| 099.6949.998| 985.999.990| 999.990.999| 999.999.906] 199.990.6091 999 999,990] 998 940 09| 999.999 98| uen.90u.999] 999.908.990
l,., (9) 209909 | xooow | 9.999.999.999 $99.999.999] 959.096 4501 999.999.999| 999.989.939| 990.999.980| 099.999.690| 999.999.999| 999.999.999] 99D.999.969| 999,980,999 999.999.999] 999.999.990} $99.990.998| 099.900 900| e09.909.990} ©09.999.990
™ () 999.999 | oococ [ 9.999.998.985 299.999.993( 999.998.995| 999.999.998| 999.999.009) 999 999.099| 999.999.999| 599.999.959| 999.990.990] 959,989,999 999.995.999] 599.999.599| 999.999.999) 999.995.990| 249.599.999] £99.990.900] v9.995.998
oo {11) £99.998 | oovoor | 6.999.965.999| xx 999.999.999] 999,999,999 999.990.993| ©99.999.994| 939.999.999| 999.999.999] 999.999.099] 999.999.909| 999,989.999| 999.999.999| 999.699.699| 999.095.909] 999,999,599 | 999.909.999] g99.999.999[ 090.999.998
- [KPPN 3001 - 3000000000060000C0000) (12 )
- rincian befanfa 999999 | oo | 9.999.999.994 999.899.999| 999.899.990( 999.339.999| 999.999.989| 904.9¢9.099| 999.995.999) £69.999.999| 995.999.09¢| 6¢v.999. 009 999.899.999) 999 9oy soa| sa9.000.99s| 899.990.999! 999.896.998] #99.999.999| 099.999.909
— +
I
i13) (14) £15) 6y {17} (18) (19) (29) (21)
JUMLAH KESELURUHAN (A + B) 999.999.998 999.996.980 ) 999999999 999.990.590| 99¢.999.956] 599 590.565] 995.999.995 | 999.90¢.393] 999.990.993] 599 599.999] sss.999.559] 599.999.995] 599.999.999] 599.995 098] oow.599.055] 999.999.995] 99,999,959

FPejabat Eselon I K,

ian Negara / Lemb,

NOO0DDICODC {24)
NIP. JOOOOOOOIE |25}

JOD0O00L, XX XUDOCHN 2LXX (23)
Xuasa Pengguna Anggaran,

YRROAAIFOTOONNNK [ 26)
NIP, 30000000 (27)






